
1.1. PELAYANAN PUBLIK: KEWAJIBAN NEGARA DAN HAK SETIAP WARGA NEGARA.

Pelayanan publik (publik services) merupakan salah satu tema sentral disiplin administrasi negara atau yang sekarang populer dengan nomenklatur ‘administrasi publik’. Istilah pelayanan publik bersifat interpretatif. Selain disebabkan karena karakter dunia akademis yang melegitimasi perdebatan, juga karena ragam aplikasi yang digunakan penguasa dalam mengimplementasikan konsep ini ke dalam praxis politik—artinya tergantung pandangan dan pemaknaannya. 

Ruang pembuka tulisan ini akan diawali dengan mengupas pentingnya klarifikasi mengenai term pelayanan dan publik yang kerapkali ditemukan dalam perdebatan ilmiah. 
Dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Lebih lanjut, secara substansi yang sebangun dengan pengertian diatas, secara leksikal, menurut Kamus Webster’s New World College (1996:1226), pelayanan berarti (1) work done for a master or feodal lord; dan (2) work done or duty performed for another or others.
Pengertian ini mengandung 4 (empat) anasir pelayanan, yakni: yang dilayani, yang melayani, sumber legitimasi pelayanan, dan bentuk aktivitas pelayanan (yang mengandung serangkaian tugas) itu sendiri. Defenisi pertama, hemat penulis, cukup representatif untuk disebut sebagai makna pelayanan tanpa embel-embel publik. Sebaliknya, defenisi kedua dapat digunakan untuk menjelaskan lebih jauh pengertian pelayanan publik. Sebagai perbandingan, RUU Pelayanan Publik di Indonesia mendefenisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.
 

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab teori pelayanan publik adalah untuk siapa dan untuk apa pelayanan publik diselenggarakan. Pertanyaan untuk siapa melahirkan preposisi: pelayanan publik melayani publik. Lalu pertanyaannya adalah siapakah publik itu? 
Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), dan public utility (perusahaan umum), public relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentingan umum) dll. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara)
. 
Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish (2005: 178) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
Di Amerika Serikat, pengertian publik mengandung 3 (tiga) pengertian, yakni: (a) seluruh warga negara; (b) sekelompok orang yang berdomisili di wilayah geografis tertentu yang merupakan satu kesatuan daerah pemilihan Pemilu; dan (c) sekelompok orang yang memiliki karakter, kebutuhan, kepentingan, dan ketertarikan isu yang sama (misalnya, kelompok kepentingan) (Franklin, 2001: 126). Dalam perspektif instrumentalis, publik diartikan sebagai setiap orang yang berstatus sebagai konsumen barang dan jasa publik (Lubienski, 2003: 478). 

Pertanyaan untuk apa melahirkan preposisi: pelayanan publik melayani kepentingan publik (publik interest). Apakah kepentingan publik itu? Dalam analisisnya tentang pelayanan publik di Perancis, Jean Claude Douence (2003) mendefinisikan kepentingan publik sebagai kebutuhan kolektif keseluruhan populasi penduduk. Argumentasi yang cukup komprehensif tentang kepentingan publik dipaparkan E. R. Alexander (2002) seperti ditunjukan pada Tabel 1). 
Tabel 1: Konsep dan Aplikasi Kepentingan Publik
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Penulis sendiri cenderung memahami kepentingan publik sebagai titik kompromi nilai-nilai (values) dan norma-norma (norms) yang hidup, berkembang, dan diyakini institusi negara, institusi pasar, dan institusi masyarakat sipil. 

Anasir kedua dan ketiga, yang melayani dan sumber legitimasinya. Ketika kaum aristokrat masih berkuasa, mereka menggunakan orang per orang sebagai pelayan masyarakat yang dilegitimasi lembaga-lembaga aristokrasi. Tetapi, lembaga aristokrasi tak bertahan lama. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika ekonomi-politik masyarakat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi baru. Inggris, Jepang, Arab Saudi, Malaysia, adalah sebagian contoh terjadinya kompromi antara lembaga aristokrasi dengan perubahan sosial-politik masyarakat setempat. Lembaga aristokrasi bersanding dengan lembaga-lembaga pemerintahan modern yang mengakar dalam konsep Trias Politika. Salah satu bentuk kompromi itu adalah penggunaan birokrasi publik sebagai aktor pelayan masyarakat yang sumber legitimasinya berasal dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sementara itu, di beberapa negara modern yang tidak memiliki akar aristokrasi seperti di Amerika Serikat, gagasan tentang birokrasi publik bermula tatkala merebaknya urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi penduduk yang melahirkan aspirasi, kebutuhan, dan tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi institusi pemerintah. Dalam latar seperti inilah Woodrow Wilson mendesakkan pemisahan antara konsep politik (politics) dan konsep administrasi (administration), baik pada level teoritik maupun level praktek penyelenggaraan negara (Raadschelders, 2003). Dari sini, bermunculan kajian-kajian tentang bagaimana seharusnya roda pemerintahan, khususnya birokrasi publik, dijalankan. Mulai dari POSDCORB-nya Luther Gulick, konsep the Administrative State-nya Waldo, the Reinventing Government-nya David Osborne & Ted Gaebler, serta konsep Clean and Good Governance yang didesakkan lembaga-lembaga international semisal World Bank, ADB, IMF, dan sebagainya. 

Anasir keempat, bentuk aktivitas pelayanan. Ketika Revolusi Industri belum terjadi, mayoritas perekonomian dunia didominasi aktivitas pertanian, peternakan, perdagangan, dan kegiatan industri rumah tangga. Pasca Revolusi Industri, bentuk aktivitas perekonomian semakin beragam. Institusi negara/pemerintah yang diawal perkembangan pemikiran teoritik ekonomi diharapkan berfungsi sebatas penjaga malam memperoleh momentum terlibat lebih jauh dalam aktivitas perekonomian karena fakta inefisiensi prinsip-prinsip pasar dalam menciptakan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial. Bentuk aktivitas pelayanan yang menjadi domain area birokrasi publik bisa sangat beragam, mulai dari membuat undang-undang, menyelenggarakan pendidikan tinggi, atau menyediakan jaminan sosial bagi setiap warga negaranya. Gagasan ini berakar dalam pemikiran ekonomi Jhon M. Keynes yang menghendaki campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomian. 

Pelayanan atau layanan publik merupakan term yang sangat familier dalam keseharian pelaksanaan interaksi dan penyelenggaraan fungsi kepublikan lembaga atau badan publik (pemerintah) suatu negara. Istilah tersebut berimplikasi kepada pemahaman pengertian dan substansi yang melekat didalam pelayanan publik tersebut. 
Arti sempit pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan atau jasa kepada warga negara (masyarakat) yang dilakukan oleh lembaga/badan publik (pemerintah) sebagai pengejawantahan tanggungjawab dan kewajiban negara kepada publik, baik yang diberikan langsung maupun melalui mekanisme kemitraan dengan sektor privat dan atau lembaga masyarakat berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat serta kemampuan masyarakat dan pasar. Sementara dalam arti luas, pelayanan publik itu maknanya sebangun dengan administrasi publik itu sendiri dengan titik tekan pada optimalisasi keberfungsian elemen inti administrasi publik: organisasi, manajemen, kebijakan,  kepemimpinan dan etika (moral) sektor publik sebagai instrumen untuk mensukseskan pemberian layanan publik.
 
Level praksis penyelenggaraan layanan publik di Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Oxford (2000) dijelaskan pengertian public service sebagai “a service such as transport or health care that a government or an official organization provides for people in general in a particular society”.
Oleh karenanya dengan megacu pada uraian ini, maka Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik. Tujuan pelayanan publik adalah pemberian dan pendistribusian barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat adalah yang memiliki kesesuaian dengan atau mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan yang dijanjikan oleh lembaga atau badan publik itu. Dengan kata lain pelayanan publik terbaik adalah pemberian pelayanan yang berorientasi kepada pencapaian kepuasan dan harapan publik. Pelayanan publik hakekatnya merupakan hak warga dan merupakan cerminan eksekusi kewajiban negara oleh lembaga dan badan publik yang mendapatkan amanah (otoritas) mengelola dan mendistribusikan semua sumber-daya dan aset publik atas hak setiap warga untuk mendapatkan pelayan yang berkualitas dan berkeadilan serta tanpa adanya distorsi maupun patologis birokrasi, adanya jaminan aksesabelitas, setara (equality) dan berkeadilan (equity) bagi semua (tidak diskriminatif). Pelayanan publik merupakan peneretas keburaman kualiatas kehidupan masyarakat, komitmen moral dan sekaligus kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar apalagi ditunda-tunda oleh aparatur publik. Pelayanan publik harus mampu mewujudkan visi kebangsaan, bukan orientasi politis, arogansi dan marjinalisasi suatu rezim untuk melangengkan kekuasaannya; melainkan sebagai media dan instrumen komunikasi publik untuk melindungi hak warga, meningkatkan keberdayaan, harkat-martabat kemanusiaan dan kemakmuran masyarakat (citizenship sesuai konsensus—konstitusi berdasarkan kontrak sosial tentang eksistensi negara bangsa). 
Seperti telah disinggung sebelumnya, dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider (Barata, 2003: 11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan da penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Adapun berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat 2 (dua) golongan pelanggan
, yaitu: (a) pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, pencitaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan pengadministrasiannya; dan (b) pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa. Hal lain, pada prinsipnya pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta. Namun demikian terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu: (a) keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan, dan mendapatkan kepercayaannya; dan (b) kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi di masa depan.
Sementara karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta adalah
:

(a) Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Misalnya perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi dan lain sebagainya.

(b) Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang bersaka regional, atau bahkan nasional. Contonya dalam hal pelayanan transportasi, pelayanan bis kota akan bergabung dengan pelayanan mikrolet, bajaj, ojek, taksi dan kereta api untuk membentuk sistem pelayanan angkutan umum di Jakarta.

(c) Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku prinsip utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun situasi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal.

(d) Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan.

(e) Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

(f) Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.
1.2. ARTI PENTING DAN DEFINISI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

1.2.1. Arti Penting Manajemen Pelayanan Publik

Eksistensi penyelenggaraan fungsi pelayanan publik (public service delivery) pada sektor publik oleh dinas-dinas pemerintah dalam berbagai bidang  dan bentuknya seperti dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan munculnya fenomena birokrasi modern yang sekaligus menandai lahirnya sebuah negara modern (modern state). Oleh karena itu, tentu akan menjadi kurang pas bilaman membicarakan persoalan pelayanan publik itu tidak kita tempatkan dalam konteks ‘eksistensi  dan peran negara’. 

Menelisik aras praksis, tentunya dapat dipastikan bahwa tidak satupun bentuk kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan individu yang sama sekali tidak tersentuh atau tidak dipengaruhi oleh negara. Pengaruh negara yang sangat mendasar dan menembus batas (pervasive) itu bahkan dapat kita rasakan semenjak individu dilahirkan  hingga saat-saat menjelang ajalnya, lewat berbagai bentuk regulasi dan kontrol (baik yang bersifat politis maupun administratif) yang dijalankan oleh berbagai struktur dan lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai tingkatan yang bertindak atas nama negara. Kendati demikian, fenomena peran negara yang luar biasa dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mengintroduksi perubahan-perubahan terencana itu yang dalam banyak literatur, kerap disebut sebagai state intervention (intervensi negara) atau development intervention sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. 
Setidaknya, jika kita merujuk pada sejarah perkembangan negara modern sebagaimana terjadi di Eropa, utamanya di Inggris takkala mengalami revolusi industri. Di Inggris pada abad XIX telah banyak terdengar suara-suara yang mempertanyakan  tentang makin kuatnya pengaturan negara terhadap kehidupan individu dan masyarakat.  Hanya  saja, karakter yang membedakan fenomena negara modern barangkali adalah sifat dan ruang lingkup dari intervensi negara tersebut. Sebab, hingga menjelang abad XX intervensi negara pada kehidupan individu sebetulnya melulu melalui kontrol, regulasi dan penyelenggaraan peradilan.  Baru pada masa-masa sesudahnya negara terlibat begitu intens dalam hal penyediaan pelayanan publik dan dalam kegiatan-kegiatan perekonomian yang pada awal mulanya dianggap sebagai domain pribadi dan karenanya, berada diluar urusan negara serta tidak boleh dicampurtangani oleh negara.  Perkembangan di Eropa, khususnya Eropa Barat, sejauh menyangkut makin meluasnya peran negara dalam pelayanan masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari industrilisasi dan diterimanya filsafat negara kesejahteraan (welfare state philosophy). Pemberian pelayanan publik oleh negara, misalnya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tunjangan pensiun, pendidikan dan kesehatan dan lain sebagainya termasuk dalam kategori ini. Sementara itu gejala berupa meluasnya peran negara dalam pengaturan kegiatan perekonomian nasional dan pembangunan terutama disebabkan oleh makin meluas diterimanya prinsip-prinsip ajaran ekonomi Keynes (Keynesian Economics) dalam kebijakan publik (public policy).

Singkat kata, pada fenomena negara modern, negara kemudian tidak lagi hanya berperan dalam mengatur atau mengontrol dan menegakkan peradilan, melainkan pula dituntut memberikan pelayanan pada semua lapisan masyarakat secara efektif.  Salah satu manifestasi dan konsekuensi dari intervensi negara dalam penyediaan pelayanan masyarakat itu ialah makin meluasnya pengaruh, serta peran menonjol sektor perpajakan.  Dengan melalui kekuasaannya di sektor perpajakan inilah negara kemudian menghimpun dana yang diperlukan untuk menyediakan berbagai barang publik (public goods) dan mengongkosi semua operasi yang dilakukan oleh semua jajaran birokrasinya.  Sejak itu, peran bahkan hakikat dari eksistensi dinas-dinas pemerintah senantiasa dikaitkan dengan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik.  Pelayanan publik kemudian dianggap sebagai salah satu ‘tanggungjawab politik’ penting yang diemban oleh setiap pemerintah (Wahab, 1998).

Dalam tataran selanjutnya, kenyataan kita semua telah melihat dan merasakan bahwa sebagian besar organisasi publik kita (baca dinas pemerintah) diberbagai sektor misalnya, pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan  dan sebagainya telah berada dalam suatu kondisi yang dikenal dengan istilah ‘organizational slack’ yang ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan.  Masyarakat pengguna pelayanan mengeluhkan akan lambannya penanganan pemerintahan atas masalah ini dan bahkan mereka telah memberikan berbagai macam public alarm agar dinas pemerintah, sebagai instansi yang paling berwenang, responsif terhadap semakin menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengambil inisiatif yang cepat untuk menaggulanginya dengan cepat. 

Disinyalir, dalam konteks governance sounds, setidaknya ada beberapa hal yang disuarakan masyarakat yang harus dipenuhi oleh birokrasi publik dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, yaitu:

a).
Derasnya tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan adanya ‘good governance’, yaitu suatu sistem  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan profesional.  Rekruitmen penyelenggara pemerintahan  disemua jenjang harus benar-benar didasarkan pada persyaratan merit sistem dan menolak favoritisme dan nepotisme.

b).
Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya kualitas pelayanan publik. Masyarakat telah merasa melaksanakan kewajibannya tetapi seringkali hak-haknya terpasung bahkan secara sengaja dimarjinalkan oleh aparat pelayanan.

c).
Semua aparat pemerintahan dituntut untuk memiliki ‘sense of crisis’ sehingga mereka benar-benar memahami bahwa masyarakat sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu ‘to do more with less’, artinya dalam  situasi yang penuh dengan krisis ini aparat pelayanan harus bekerja lebih keras dan lebih produktif dengan serta kelangkaan sumber-sumber.

d).
Aparat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional dengan mengedepankan terpenuhinya ‘public accuntability and responsibility’, yaitu menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber negara dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundangan yang berlaku (the body of rules) sebagai fondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

e).
Masyarakat sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi kepentingannya (public interest), menuntut agar pemerintah memperhatikan  dengan sungguh-sungguh aspirasi mereka sejauh bisa memenuhinya (Islamy, 2000). 
Kutipan Islamy (2000) tentang beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar tentang peran birokrasi garis depan dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia mengindikasikan adanya patologi dan stigma birokrasi pelayanan publik atau dengan mengadopsi istilah Gottdiener (1987) bahwa dalam konteks yang dihubungkan dengan governance, delivery system pelayanan publik yang terjadi hingga sekarang masih berpusat pada ‘state management’ (manajemen birokrasi negara) dan belum mengarah pada ‘public centre’. Patologi dan stigma birokrasi pelayanan publik tersebut, yaitu:

a). Petugas birokrasi garis depan (pelayanan) lebih menampilkan diri sebagai majikan ketimbang aparat pelayanan (abdi masyarakat atau pamong praja). 
b). Petugas pelayanan lebih berorientasi pada status quo daripada peningkatan pelayanan.
c). Petugas pelayanan lebih memusatkan kekuasaan  daripada keinginan untuk melakukan perubahan (terutama kapasitas diri).
d). Petugas pelayanan lebih mementingkan prosedur daripada substansi (regulasi ketimbang aspek substansi ketercapaian tujuan kemaslahatan). 
e). Petugas pelayanan lebih mementingkan diri sendiri (seperti peningkatan biaya rutin dan kepentingan aparatur) daripada masyarakat yang harus dilayani.

Hal diatas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak tuntutan masyarakat yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pada konteks inilah wawasan manajemen pelayanan publik menjadi semakin penting  dalam penyempurnaan mutu atau performance pelayanan sektor publik pada masyarakat (sense of purpose) yang tidak saja secara klasik  demi tercapainya tujuan  yang efisien dan efektif tetapi juga sejauh mungkin tujuan itu tercapai sesuai dengan kriteria public equality, equity, transparence, responsibility and accountability yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi pelayanan publik di semua lini (struktur) lembaga dan badan publik.

1.2.1. Lingkup Pelayanan dan Pengertian Barang Publik dan Sektor Publik

Terkait dengan tuntutan masyarakat, maka menjadikan penulis perlu menyampaikan klarifikasi mengenai ruang lingkup pelayanan. Secara umum, pelayanan dapat berbentuk barang yang nyata (tangible), barang tidak nyata (intangible), dan juga dapat berupa jasa. Layanan barang tidak nyata dan jasa adalah jenis layanan yang identik. Jenis-jenis pelayanan ini memiliki perbedaan mendasar, misalnya bahwa pelayanan barang sangat mudah diamati dan dinilai kualitasnya, sedangkan pelayanan jasa relatif lebih sulit untuk dinilai. Walaupun demikian dalam prakteknya keduanya sulit untuk dipisahkan. Suatu pelayanan jasa biasanya diikuti dengan pelayanan barang, misalnya jasa pemasangan telepon berikut pesawat teleponnya, demikian pula sebaliknya pelayanan barang selalui diikuti dengan pelayanan jasanya. 
Namun demikian, secara garis besar, pelayanan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis saja, yaitu barang dan jasa. Berikut ini adalah karakteristik pelayanan dari Gronroos (1990) yang menjelaskan perbedaan antara pelayanan barang dan jasa seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Perbedaan Karakteristik antara Barang dan Jasa
	Barang
	Jasa

	Sesuatu yang berwujud
	Sesuatu yang tidak berwujud

	Satu jenis barang dapat berlaku untuk banyak orang (hogen)
	Satu bentuk pelayanan kepada seseorang belum tentu sesuai/sama dengan bentuk jasa pelayanan kepada orang lain (heterogen)

	Proses produksi dan distribusinya terpisah dengan proses konsumsinya
	Proses produksi dan distribusinya bersamaan dengan dengan proses konsumsinya

	Berupa barang/benda
	Berupa proses atau kegiatan

	Nilai utamanya diciptakan oleh perusahaan
	Nilai utamanya dihasilkan dalam proses interaksi antara penjual dan pembeli. 

	Umumnya pembeli tidak terlibat dalam proses produksi
	Pembeli terlibat dalam proses produksinya

	Dapat disimpan sebagai persediaan
	Tidak dapat disimpan

	Dapat terjadi perpindahan kepemilikan
	Tidak ada perpindahan kepemilikan


Konteks pelayanan atau layan publik tentu berkenaan dengan pemberian atau distribusi barang dan jasa yang menjadi harapan masyarakat sesuai yang dijanjikan lembaga atau badan publik. Barang/jasa yang beredar di masyarakat dibedakan menjadi barang dan jasa publik (public good) dan barang privat (private good). Barang publik adalah barang dan jasa yang menjadi kewajiban negara untuk menyediakan dan mendistribusikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah mengakses dan mengkonsumsinya, baik dengan imbalan kewajiban ataupun yang diperoleh secara cuma-cuma (tanpa harus memberikan sesuatu). Hal ini terkait dengan eksistensi fungsi dan kewajiban negara yang menjamin setiap warga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sedangkan Barang privat adalah barang yang hanya dapat diakses dan dikonsumsi secara ekslusif  oleh pihak tertentu yang mampu membayarnya.

Secara umum Savas ( 1990) membedakan  4 macam barang yang dikonsumsi masyarakat: 

(1) Private goods manakala mudah melakukan penolakan dan terdapat perkecualian dalam mengkonsumsinya (exclusive);

 (2) Common pool goods  sulit melakukan penolakan dan ada perkecualian dalam mengkonsumsinya;

 (3) Toll goods manakala mudah melakukan dan dikonsumsi oleh umum (common comsumsion);  

(4) Collective goods  sulit melakukan penolakan dan dikonsumsi oleh umum.

Diantara berbagai jenis komoditi (barang dan jasa) yang diperlukan masyarakat, ada yang sangat dibutuhkan secara kolektif. Konsumsi atau pemanfaatan atas barang tersebut oleh individu atau sekelompok individu akan berimplikasi terhadap individu atau kelompok individu lainnya. Barang atau jasa yang dibutuhkan ini disebut barang publik. Biasanya barang publik tidak diproduksi oleh produsen sebagai individu, tetapi mungkin dihasilkan oleh pihak produsen swasta dalam jumlah yang amat terbatas sehingga merupakan perkecualian. Definisi ini sekaligus hendak membedakan barang publik dengan barang privat, sebagaimana dicontohkan di atas.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa secara umum barang publik adalah barang (atau jasa) yang tidak bisa dikonsumsi secara individu tetapi tanpa mempunyai pengaruh apa pun terhadap individu-individu lain di dalam suatu kelompok. Jika seorang individu mengkonsumsi barang publik, maka pengaruhnya akan dirasakan oleh individu-individu lainnya. Pihak lain yang tidak berpartisipasi sekali pun tidak bisa dikecualikan dalam proses pemanfaatan barang publik tersebut.

Dua karakteristik yang membedakan barang-barang publik atas barang privat adalah:  

(1) Keterhubungan penawaran/supply dan ketidakmungkinan melakukan penghapusan pihak-pihak lain dari memanfaatkan barang-barang tersebut jika barang-barang tersebut disediakan. Tindakan bersama diperlukan untuk menghasilkan barang-barang publik. Seseorang tidak dapat menyediakan barang-barang tersebut untuk mereka sendiri, tapi sekali dibuat tak seorangpun dapat mencegah orang-orang lain untuk ambil manfaat, 

(2) Keseimbangan yang tak tampak antara kepentingan publik yang tersebar dan kepentingan privat secara individu. 

Sedangkan menurut Stiglitz dalam Sjahrir (1988:116), dua elemen yang selalu ada pada setiap barang publik adalah: 
(a) Tidak mungkin untuk menjatah barang-barang dan jasa-jasa itu bagi tiap individu.
(b) Bila itu bisa, amat sulit dan tak diinginkan untuk menjatah atau menbagi-bagikan barang-barang atau jasa-jasa itu 

Tabel 1:  Barang Publik dan Barang Privat

	Sisi Permintaan
	Sisi Penawaran

	
	Swasta
	Publik

(BUMN/BUMD)

	Kebutuhan Individu
	Barang individu (private goods)
	Common pool goods

	Kolektif
	Toll goods
	Collective goods


Sumber: Rachbini (2002: 53).
Jenis barang publik murni biasanya mempunyai dua karakter utama, yaitu: (1) penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi yang bersaing (non rivalry), sebagaimana barang privat biasa, dan (2) tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (non excludability). Oleh karena itu, pihak swasta tidak berkehendak masuk ke dalam proses produksi barang publik murni karena prinsip-prinsip persaingan ekonomi tidak bisa diterapkan sebagaimana bisaanya. Untuk itu, bisaanya pemerintah terlibat secara langsung di dalam penyediaan barang publik murni sebagai pelengkap di dalam sistem ekonomi (Rachbini, 2002:52).

Produksi kedua bentuk barang publik dan privat tersebut seharusnya berjalan seimbang agar sistem ekonomi berjalan dengan baik. Sektor pemerintah dan sektor swasta harus berjalan bersama agar sistem ekonomi terus berkembang sehingga dinamika masyarakat bisa diimbangi oleh dinamika sektor pemerintah. Produksi mobil, sebagai komoditi individu, diproduksi pihak swasta, sementara itu pembuatan jalan, sebagai komoditi publik, lebih merupakan tanggungjawab pemerintah.

Dalam ekonomi, setiap barang dan jasa mengandung harga, dan harga tersebut ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Barang dan jasa bisa mencakup barang-barang publik (public goods) dan barang-barang privat (private goods). Bila barang dan jasa tersebut masuk dalam kategori private goods tetapi merupakan bagian dari jasa-jasa publik, maka ia disebut publicly provided private goods, atau barang-barang privat yang disediakan negara (Sjahrir, 1988:116). Baik barang publik maupun privat di sektor permintaan (demand) ditentukan oleh selera konsumen. Hanya bila di barang privat persediaan (supply) ditentukan oleh produsen yang bertujuan mencari untung (profit motive) maka persediaan barang-barang publik ditetapkan melalui proses politik (Sjahrir, 1988:116).

Tapi apakah yang disebut dengan barang-barang publik (public goods)?. Stiglitz dalam Sjahrir (1988:117). menjelaskan dua elemen yang selalu ada pada setiap barang publik. Pertama, adalah tidak mungkin untuk menjatah (ration) barang-barang itu bagi tiap individu. Kedua   adalah, bahwa bila itu bisa, amat sulit dan tak diinginkan untuk menjatah atau membagi-bagikan barang-barang tersebut 

Contoh ideal mengenai barang publik murni adalah jasa-jasa pertahanan negara. Setiap bayi yang lahir akan secara otomatis mendapat “pengamanan” dari negara tanpa biaya tambahan (marginal cost = 0) untuk setiap tambahan 1 jiwa yang menikmati jasa-jasa pertahanan, marginal benefit = positif). Meniadakan jasa-jasa “pengamanan” bagi si bayi (disebut tindak exlusion) adalah tidak mungkin.

Dalam pemenuhan kebutuhan pokok, Timmer dalam Sjahrir (1988:117) mengurut barang-barang publik dan barang-barang privat dengan elemen-elemen kebutuhan pokok.
 Pangan yang merupakan barang swasta (private goods) diintervensi oleh pemerintah melalui Bulog, penetapan harga dasar dan lain-lain, tetapi tetap saja jutaan petani bergerak dan turut berinteraksi dengan pemerintah dalam menyediakan barang yang amat penting itu bagi kebutuhan pokok. Pangan termasuk apa yang disebut publicly provided private goods, karena Bulog menyediakan jatah beras bagi pegawai negeri. Departemen Pertanian memberi paket Bimas kepada petani, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberi kredit, sehingga secara keseluruhan produsen disubsidi oleh pemerintah, sementara konsumen pun mendapat kemudahan dan jaminan berupa ceiling price yang tak memungkinkan harga melonjak terlalu jauh.

Sektor Publik. Domain Sektor Publik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks dibandingkan Sektor Swasta. Keluasan ruang lingkup publik tak semata disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi di dalamnya, melainkan juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi: badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, daerah, serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik, organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi semata, melainkan pula dipengaruhi faktor politik, sosial, budaya, dan historis. 

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik seperti : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi, dan sebagainya, sesungguhnya dapat juga dilakukan  oleh sektor swasta. Namun untuk tugas tertentu, misalnya fungsi regulasi pemerintah, tidak dapat digantikan oleh sektor swasta.  Sebagai konsekuensinya, Sektor Publik dalam beberapa hal memiliki persamaan dan perbedaan dengan Sektor Swasta. Adanya perbedaan ini tidaklah dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan lebih dimaksudkan untuk memajukan Sektor Publik, yang selama ini dianggap kurang efisien dan kurang menarik, agar tidak tertinggal jauh dari Sektor Swasta.

Menurut Mardiasmo (2004 : 13), Sektor Publik dan Sektor Swasta memiliki persamaan sebagai berikut: 

(1) Keduanya merupakan bagian integral dari sistem kepemerintahan (governance) maupun ekonomi dalam suatu negara;                          

(2) Menggunakan sumber daya yang relatif sama dan relatif langka (Scarcity of Resources), sehingga mereka dituntut untuk dapat mengelola sumberdaya itu secara efektif, efisien dan ekonomis; 

(3) Keduanya membutuhkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian maupun pengendalian; 

(4) Pada beberapa kasus bergerak pada bidang usaha yang sama: pendidikan, transportasi massal, kesehatan, penyediaan energi, telekomunikasi dan sebagainya; 

(5) Keduanya terikat oleh suatu peraturan perundangan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh negara.  

Sedangkan perbedaan Sifat dan Karakteristik keduanya dapat dilihat dengan cara membandingkan beberapa hal berikut ini (Mardiasmo, 2004 : 7-13):

(a). Tujuan Organisasi. 
Tujuan suatu organisasi bermcam-macam. Dapat bersifat kuantitatif misalnya pemaksimuman laba, penguasaan pasar, pertumbuhan organisasi maupun produktifitas. Disamping itu juga dapat bersifat kualitatif misalnya efisiensi dan efektifitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moralitas karyawan tinggi, reputasi (nama baik organisasi), pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian tujuan organisasi dapat bersifat finansial (profit oriented) maupun non-finansial (non-profit oriented). Berdasarkan hal tersebut, maka organisasi publik (organisasi yang bergerak di sektor publik) pada umumnya bersifat non-profit oriented.(tidak mengutamakan keuntungan). Sedangkan Organisasi Privat (organisasi yang bergerak di sektor privat) pada umumnya semangat geraknya karena dimotivasi oleh keuntungan/ laba (profit motive). Untuk itu organisasi publik banyak bergerak dalam hal pemberian pelayanan publik, seperti: Pendidikan, kesehatan masyarakat, kemanan, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan publik (public goods) dan sebagainya. Meskipun demikian ada kalanya organisasi publik juga memiliki sifat finansial, namun hal tresebut tetap memiliki muatan yang berbeda dengan sifat finansial organisasi privat, baik secara filosofis, konseptual maupun operasionalnya. Upaya organisasi publik untuk memperoleh laba pada prinsipnya tetap ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Misalnya BUMN/ BUMD mendapatkan sejumlah laba yang sebagiannyan diserahkan kepada negara untuk dikelola dalam APBN maupun APBD dalam rangka untuk pelaksanaan program dan proyek pembangungan dan pelayanan publik. Sementara itu maksimasi profit pada sektor privat lebih diorientasikan untuk memuaskan para stakeholder, yakni para pemegang saham perusahaan.

(b). Sumber Pembiayaan (Struktur Modal/ Struktur Pembiayaan). 

Perbedaan sumber pembiayaan antara organisasi publik dan organisasi privat terletak pada bentuk, jenis dan tingkat resikonya. Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah  melalui pembayaran Pajak, Retribusi, utang (domestik maupun luar negeri), obligasi pemerintah, laba. Keuntungan dari BUMN/ BUMD, penjualan aset negara (privatisasi) dan sebagainya. Sedangkan sumber pembiayaan sektor privat dapat berasal dari internal (modal sendiri, laba yang ditahan, maupun penjualan aktiva) dan eksternal (utang Bank, obligasi dan penjualan saham). Kebijakan struktur modal sektor publik tidak semata-mata karena pertimbangan faktor ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Kebijakan struktur modal pada sektor swasta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik makro (inflasi) maupun mikro (suku bunga).

(c). Mekanisme Pertanggungjawaban. 

Manajemen sektor publik mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik (masyarakat maupun lembaga perwakilannya). Manajemen sektor privat mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pemilik modal (pemilik saham) dan para kreditor. Pertanggung jawaban manajemen sektor publik bersifat vertikal (pemerintah yang di atasnya) maupun horizontal (kepada masyarkat umum), yang disebut sebagai Vertical Accountability dan Horizontal Accountability.

(d).   Struktur Organisasi. 
Pada umumnya organisasi sektor publik bersifat Birokratis, kaku dan hirarkis. Sedangkan organisasi sektor privat bersifat fleksibel (tergantung keadaan dan kebutuhan organisasi masing-masing). Disamping itu pembuatan struktur organisasi sektor publik ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politis, daripada pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Struktur organisasi sektor publik juga sangat dipengaruhi oleh komplesitas fungsi yang dijalankan, yakni fungsi sosial, politik, ekonomi, hankam, hukum, peraturan (regulasi), pelayanan publik, stabilisasi, diplomatik dan sebagainya. Sementara sektor swasta lebih banyak bergerak pada bidang penyediaan produksi (barang atau jasa) yang dibutuhkan oleh konsumen.

(d).  Lingkungan. 

Organisasi Sektor Publik bergerak dalam suatu lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence (goncang) karena sangat dipengaruhi olek kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial-kultural maupun politik yang ada dalam masyarakat. Sedangkan organisasi sektor swasta berada dalam ruang/ wilayah yang relatif stabil, yakni lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi (walaupun faktor sosial dan politik juga memiliki andil). 

(e).   Karakterisik Anggaran dan Stakeholders. 

Anggaran pada sektor publik bersifat terbuka unutk umum, sementara pada sektor privat bersifat tertutup, kecuali untuk para stakeholders perusahaan. 
Makna Pelayanan, Pelayanan Publik, Manajemen Pelayanan Publik 

Lonsdale dan Enyendi (1991) dalam Zauhar (2001) mengartikan service sebagai ‘assisting or benefitting individuals  through  making useful things available  to them.  Sedangkan public service diberi makna sebagai ‘something made available  to the whole of population, and it involvolves things which people can not normally provide for themselves  i.e people must act collectively’. 

Sementara itu, Lovelock dalam Zauhar (2001) menyebutkan bahwa pelayanan adalah hal-hal yang jika diterapkan  terhadap suatu produk akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan  (service is those thing which when added to a product, increase its utility or value to the customer).  Pelayanan yang baik tentunya membutuhkan  instruktur pelayanan yang sangat baik pula.  Hal yang paling penting adalah membuat setiap orang dalam organisasi berorientasi pada kualitas.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka.  

Pelayanan publik menurut Miftah Thoha (1991), dalam Suwondo (2001) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan  dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  Sedangkan Handayaningrat dalam Suwondo (2001) membedakan antara pelayanan masyarakat, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat.  Sedangkan satu lagi adalah pelayanan umum (public service) yaitu pelayanan yang diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan dengan melayani kepentingan umum dibidang produksi dan distribusi yang bergerak dibidang jasa-jasa vital. 

Sedangkan Yeremias T. Keban (1996) dalam perspektif manajemen mendifinisikan konsep manajemen pelayanan publik sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemberian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen.

Selanjutnya, dilihat dari segi dimensi-dimensi pelayanan, dapat  dibagi dalam beberapa jenis, misalnya Frederickson (1988)  menyebutkan apabila pelayanan publik dikaitkan dengan keadilan, maka bisa dibagi kedalam  tiga bentuk dasar, yaitu:

1. Pelayanan yang sama bagi semua. Misalnya pendidikan yang diwajibkan  bagi penduduk usia muda

2. Pelayanan yang sama secara proporsional bagi semua. Yaitu distribusi pelayanan yang didasarkan atas suatu ciri tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan.  Misalnya jumlah polisi yang ditugaskan untuk berpratoli dalam wilayah tertentu berbeda-beda berdasarkan angka kriminalitas.

3. Pelayanan-pelayanan yang tidak sama bagi individu-individu  bersesuaian dengan perbedaan yang relevan.  Ada beberapa kriteria mengapa pelayanan itu tidak sama antara lain: satu, pelayanan yang diberikan berdasarkan kemampuan untuk membayar dari penerima pelayanan. Dua, penyediaan pelayanan-pelayanan atas dasar kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya, dalam sektor publik juga dikenal adanya terminologi pelayanan pemerintah (government service), yang diartikan sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of a service by government agency using its own employees (Savas, 1987 dalam Zauhar,2001).  Dalam konteks ini, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga negara dalam memperoleh jaminan  atas hak-haknya.  Oleh karenanya,  maka peningkatan kualitas pelayanan  (quality of service) akan semakin penting.  Apalagi,  manajemen publik sejak  tahun 1980-an telah berubah oleh  fenomena internasional, yang antara lain lahirnya kompetisi tingkat global (global competitivennes) dalam sektor pelayanan mengarah pada kualitas pelayanan.   Lovelock,1988 dalam Zauhar,2001 mendifinisikan kualitas pelayanan sebagai berikut: “Penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to specification) dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam  rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa”.  Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan (Lovelock dalam Zauhar, 2001).  Jika demikian halnya  maka apa   yang menjadi perumpamaan bahwa pembeli adalah raja (the customer is always right) menjadi sangat penting dan menjadi konsep yang mendasar bagi manajemen pelayanan publik. 
Mencermati uraian diatas, hemat saya bahwa manajemen pelayanan publik berkenaan dengan tata-kelola yang dilakukan agen publik dalam memobilisasi sumber (pencapaian tujuan) dan alokasi sumber (adaptasi kepentingan publik) guna menyediakan layanan barang/jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memiliki daya ungkit atau daya dorong terjadinya peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat dan martabat masyarakat sebagai ‘owner’ negara bangsa. 
Secara harfiah, ada dua istilah yang dapat dilihat dari kata pelayanan, yaitu melayani dan pelayanan.  Pengertian melayani adalah  membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.  Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995).  Pelayanan berkaitan dengan produk berupa barang dan juga jasa.  Berbicara soal pelayanan memiliki keterkaitan  antara produk (barang dan jasa) dan pelanggan (masyarakat pengguna) menuju kearah mutu pelayanan,  yang merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan  produk (barang dan jasa), manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.

Komponen-komponen pelayanan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

(a) Core Service, adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya.  Misalnya, untuk hotel adalah penyediaan kamar dan untuk perusahaan penerbangan  adalah transportasi udara.

(b) Facilitating Service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan.  Misalnya ‘front office’ pada hotel atau pelayanan ‘check in’ pada transportasi udara.  Service ini merupakan pelayanan tambahan tapi sifatnya wajib.

(c) Supporting Service, adalah pelayanan tambahan/pendukung (tidak wajib) untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaingnya.

Selain komponen pelayanan, pelanggan atau client juga menjadi harus menjadi fokus. Pelanggan adalah siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses pelayanan.  Pelanggan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal.  Pelanggan internal adalah mereka yang terkena dampak dari produk dan merupakan anggota organisasi/institusi yang menghasilkan produk tersebut.  Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang terkena dampak dari produk, tetapi bukan anggota organisasi/institusi penghasil produk, dalam hal ini adalah masyarakat. 


2.1. PENDEKATAN DAN PEMIKIRAN UTAMA DALAM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
2.1.1. Gugus Pemikiran Manajemen Pelayanan Publik

Jika pelayanan publik sebagai produk dari orientasi pemikiran administrasi pembangunan, dan administrasi pembangunan sebagai orientasi baru dari reformasi administrasi negara, maka muncul pertanyaan: Adakah teori khusus yang berkaitan dengan pelayanan publik?.

Gerald  Caiden  (1986) sebagai seorang pakar administrasi negara pernah menyindir tentang keberadaan teori administrasi negara.  Menurutnya, administrasi negara terlalu banyak teori, namun tidak ada satupun yang dapat diberlakukan  secara umum dari administrasi negara.  Hal yang  bernada sama pernah pula disampaikan oleh Fred.W.Riggs,1964  dan  Ferrel Heady,1966 dalam Suryono (2001) yang konsen terhadap persoalan perbandingan administrasi publik, juga mempertanyakan perihal isi dan kecenderungan dari teori administrasi negara yang dianggapnya tidak jelas metodologinya.  Dipihak lain, dalam beberapa literatur pelayanan publik lebih dikenal sebagai tatanan konsep daripada tatanan teori (Thoha,1992; Munafe,1966; Djumara,1994; Hardjosoekarso, Kristiadi dan Saragih,1994 dalam Suryono,2001).  Oleh karena itulah istilah pelayanan publik disebut juga dengan  istilah pelayanan kepada orang banyak (masyarakat), pelayanan sosial, pelayanan umum dan pelayanan prima.  Pernyataan semacam ini sekaligus menambah adanya kerancuan ontologis (apa, mengapa), epistomologis (bagaimana) dan axiologis (untuk apa) dalam memperbincangkan teori yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Secara ideal, persyaratan teori administrasi yang menyangkut pelayanan publik antara lain : (a) Harus mampu menyatakan sesuatu yang berarti dan bermakna yang dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata dalam masyarakat (kontekstual); (b) Harus mampu menyajikan suatu perspektif kedepan; (c) Harus dapat mendorong lahirnya cara-cara atau metode baru dalam situasi dan kondisi yang berbeda;  (d) Teori administrasi yang sudah ada harus dapat merupakan dasar untuk mengembangkan teori yang lainnya, khususnya pelayanan publik; (e) Harus dapat membantu pemakainya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang terjadi;  (f) Bersifat multi disipliner dan multi dimensional (komprehensif).  

Berpedoman dari persyaratan di atas, maka Ferrel Heady (1966) dalam Suryono (2001), menyarankan adanya: (a) Tindakan modifikasi terhadap teori administrasi negara/tradisional;  (b) Perubahan isi dari teori administrasi yang lebih diorientasikan pada kepentingan pembangunan; (c) Melakukan redifinisi secara umum terhadap sistem dan model pengembangan; (d) Menemukan perumusan baru teori administrasi yang bersifat middle range theory.  Sedangkan Riggs (1964) dalam Suryono,2001 menyarankan adanya pergeseran pendekatan metodologi penelitian administrasi (khusus yang berkaitan dengan pengamatan fenomena pelayanan publik) dari: pendekatan normatif ke pendekatan empiris, pendekatan idiografik ke pendekatan nomotetik, pendekatan struktural ke pendekatan ekologi dan pendekatan behavior ke post behavior (anologi).  Harapannya tentu saja akan diperoleh identitas teori-teori yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik melalui kegiatan studi komparatif administrasi negara dalam bidang pelayanan publik dan meningkatkan  kegiatan penelitian atau riset lapangan yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan pelayanan publik, proses implementasi kebijakan pelayanan publik dan evaluasi produk pelayanan publik.

Perkembangannya selanjutnya, Prof. Dwight Waldo memelopori suatu konferensi Administrasi Negara yang sejak itu menggegerkan dunia administrasi negara dan yang akhirnya melahirkan gerakan Neo Public Administration, yang kemudian diikuti dengan terbitnya buku-buku Toward a New Public Administration: The Minnowbrook Perspective (F.Marini,Ed), Public Administration in a Time of Turbelence (D.Waldo) dan Neighbourhood Control in The 1970s (G.H.Frederickson), maka masalah manajemen pelayanan publik telah menjadi topik yang menarik dan mulai banyak dikaji oleh para ahli dan para pemerhati masalah administrasi publik.  Besarnya perhatian terhadap persoalan pelayanan publik ini disebabkan oleh 2 hal:  

1. Tataran teoritis, semakin menguatnya pendekatan ekologis sebagai pengganti pendekatan non ekologis, yang memandang administrasi publik sebagai sosok yang tidak dapat dipisahkan  dan bahkan berhimpitan dengan dengan persoalan politik, sosial, ekonomi dan budaya.  

2. Tataran empiris, menguatnya tuntutan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas, akuntabilitas politik dan keuangan pelayanan sektor publik dan merebaknya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi/regulasi pelayanan publik sebagai akibat berbelit-belitnya pelayanan publik (Richardson,1993 dalam Zauhar,2001).  

Kondisi empiris diatas bisa terjadi disebabkan oleh adopsi nilai-nilai (prinsip) manajemen tradisional kedalam penyelenggaran fungsi pemerintahan oleh birokrasi negara.  Pendekatan-pendekatan manajemen ‘positivist paradigm’ yang memberikan label ketidakmampuan, kemiskinan kultural dan pencitraan negatif lainnya kepada masyarakat (publik) memposisikan peran negara sebagai fokus sentral kajian. Dalam ranah nyata, kita bisa melihat penerapan model manajemen Fayolian, Taylorian, dan model-model manajemen kuantitatif yang menekankan nilai efektivitas dan efisiensi organisasi berimplikasi pada penerapan peran dominan negara (birokrasi pemerintah) sebaga agen tunggal pelayanan ‘public service provider’ disertai pula oleh diterapkannya prinsip sentralisasi, regulasi yang ketat dan menempatkan masyarakat sebagai obyek, bukan subyek bagian dari pelayanan publik. Relasi birokrasi dengan masyarakat cenderung hirarkis, formalisme dan ukuran keberhasilan organisasi hanya ditentukan oleh kondisi internal organisasi pemerintahan (value judgement), bukan dampak tindakan pemerintah (hasil) kepada masyarakatnya (action judgement). 

Dalam perspektif  keilmuan, ada beberapa pendekatan dalam manajemen pelayanan publik, yaitu :

(a) Pendekatan Normatif  (POSDCORB, Urwick dan Gullick)
· Dalam pendekatan ini, maka tahapan/proses pelayanan publik meliputi :

· PLANNING

· ORGANIZING

· STAFFING

· DIRECTING

· COORDINATING

· REPORTING

· BUDGETING

· Pendekatan ini tidak memanfaatkan dan memperhitungkan muatan ‘publik’

· Terlalu bersifat kaku, kurang adaptif dan cenderung instruktif

· Berorientasi pada  organisasi sistem tertutup dan terlalu mekanis

(b) Pendekatan Deskriptif (Pengalaman lapangan dari Garson dan Overman)

· Dalam pendekatan ini, maka aspek pelayanan publik yang penting meliputi :

· POLICY ANALYSIS

· FINANCIAL

· HUMAN RESOURCES

· INFORMATION

· EXTERNAL RELATIONS

· Pendekatan ini lebih memanfaatkan ruang untuk ‘publik’ melalui mendengarkan publik, melibatkan publik dan bekerjasama dengan publik

· Lebih berorientasi pada organisasi sistem terbuka.

Dalam perspektif  keilmuan juga, ada beberapa model dalam manajemen pelayanan publik.  Penerapan model untuk pelaksanaan pelayanan  ini dilakukan untuk mengatur organisasi agar mencapai tujuan pembangunan.  Karenanya pembenahan tidak saja menyangkut orang dalam organisasi tapi juga adalah masyarakat.  Ada beberapa model pelayanan untuk terlaksananya pembangunan, yaitu :

(a) Model  Pelayanan   I

· Orientasi pada pertumbuhan

· Prinsip Manajemen: peningkatan efisiensi dan produktivitas

· Proses: sentralisasi, regulasi, birokratisasi

· Modal utama: capital

· Asumsi tentang publik: tidak mampu dan homogen.

(b) Model  Pelayanan  II

· Orientasi pada pemerataan

· Prinsip Manajemen: adil dan merata

· Proses: sentralistis, regulasi, birokratisasi

· Modal utama: kemampuan mengatur anggaran

· Asumsi tentang masyarakat: relatif homogin dan kurang mampu

(c) Model  Pelayanan III

· Orientasi pada pengembangan kualitas manusia

· Prinsip manajemen: efisiensi, produktivitas dan pemberdayaan

· Proses: desentralisasi, deregulasi, debirokratisasi

· Modal utama: komitmen, responsiveness

· Asumsi tentang masyarakat : heterogin, mampi ‘self-help’.

Di Indonesia sendiri pembahasan tentang manajemen pelayanan publik ini telah lama dimulai Sofian Effendi dan Riaz Hasan bisa disebut sebagai pelopor yang mempopulerkan  pelayanan publik kedalam diskursus ilmiah baik dalam bentuk pemikiran maupun penelitian yang kemudian diikuti oleh  ahli-ahli lain seperti Irfan Islamy dan Solichin Abdul Wahab dan yang lainnya.

Ada beberapa periodesasi orientasi manajemen pelayanan publik di Indonesia, yaitu :

A. Orientasi  Manajemen Klasik (1945-1994)

Orientasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

(a) Hirarkis

(b) Kaku

(c) Birokratis

(d) Langsung bertindak sebagai provider

(e) Bebas dari urusan politik atau netral

(f) Profesional

(g) Permanen

(h) Loyalitas yang tinggi

(i) Takut melakukan pembaharuan

B. Orientasi Manajemen Strategis (1987-Sekarang)

Merupakan suatu gerakan untuk menggunakan strategi dalam rangka mengarahkan suatu organisasi kearah tujuan dan misinya.  Strategi ini disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan organisasi dan dirumuskan berdasarkan kenyataan baik menyangkut kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi yang bersangkutan, maupun tantangan dan hambatan dari luar.

Delapan langkah-langkah dari orientasi manajemen strategis (Bryson, 1988:48) adalah:

(1). Merintis dan meminta persetujuan terhadap suatu proses perencanaan strategis.  Dalam hal ini dilakukan negoisasi dengan pembuat keputusan dalam/luar organisasi, sehingga diperoleh dukungan dari mereka.

(2). Identifikasi mandat organisasi mengenai apa yang boleh/tidak boleh dilakukan oleh organisasi

(3). Menjelaskan misi dan nilai-nilai organisasi.  Perlu diidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan (sebagai tujuan) apa (termasuk kebutuhan sosial dan politik) yang dicapai oleh organisasi.

(4). Mengukur lingkungan eksternal; peluang dan ancaman.  Perlu diidentifikasikan berbagai faktor dari luar yang menyangkut bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

(5). Mengukur lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.  Organisasi memonitor sumberdaya (input), strategi sekarang (proses) dan kinerja (output).

(6). Mengidentifikasikan isu-isu strategis yang dihadapi organisasi.  Isu-isu tersebut mengandung konflik yang menynagkut tujuan (apa), cara (bagaimana), falsafah (mengapa), lokasi (dimana), ketepatan waktu (kapan), dan kelompok yang mungkin memperoleh keuntungan atau sebaliknya kerugian bila cara-cara pemecahan masalah ditempuh (who).

(7). Memformulasikan strategi-strategi untuk menangani isu-isu tersebut.

(8). Menciptakan suatu visi organisasi yang efektif untuk masa mendatang.

C. Orientasi Manajemen Modern (1994-Sekarang)

Sasaran orientasi ini adalah kedalam dan keluar.  Kedalam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas.  Keluar, meningkatkan kepekaan aparat pemerintah terhadap dinamika aspirasi dan kepentingan masyarakat.  Ciri-ciri pokok orientasi ini adalah :

(1). Ilmiah

· Keputusan profesional

· Pemecahan masalah sistemik

· Pemanfaatan model, simulasi, dan komputer

· Penggunaan data, informasi dan statistik

(2). Sosiologik dan psikologik

· Organisasi dianggap sebagai sistem sosial

· Corak budaya organisasi

· Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan

· Penyetaraan tujuan individu dengan organisasi

(3). Orientasi pada pengembangan SDM

· Perhatian pada kepuasan masyarakat

· Keterlibatan seluruh jajaran dalam manajemen

· Peningkatan mutu manajemen secara terus menerus, berkelanjutan dan berhasilguna

· Penerapan program budaya kerja yang mantap.

D. Orientasi Manajemen Publik Baru (1993-Sekarang)

Orientasi ini di istilahkan sebagai managerialism, market-based public administration dan entrepreneurial government.  Ciri-cirinya adalah: (1) Fleksibel; (2) Berorientasi pada pasar; (3) Keterlibatan swasta dan masyarakat; (4) Pengurangan peranan provider pada pemerintah.  Pemikiran-pemikiran  pokoknya adalah :

(1). Fokus pada output melalui :

· Menentukan strategi secara keseluruhan, tujuan dan targetnya

· Penentuan program

· Penentuan kegiatan

· Pengukuran kinerja pada semua tingkatan

· Evaluasi pencapaian tujuan

(2). Penekanan perubahan input administrasi

· Sumberdaya manusia, keuangan, teknologi

· Pengangkatan bersifat sementara dan ekonomis

(3). Pengurangan ruang lingkup kegiatan pemerintah

· Scope pekerjaan pemerintah dipersempit

· Memberi ruang bagi privatisasi

· Kontrak keluar dan kompetisi bebas

(4). Hubungan dengan politisi dan publik

· Hubungan administrator dan politisi lebih kental dan dekat

· Manajemen berada dibawah otoritas politik

· Manajer diharapkan menjadi ‘bureaucratic politician’

· Memelihara hubungan baik dengan masyarakat publik

· Manajer harus bersifat lebih responsif terhadap kelompok dan individu.

E. Orientasi Total Quality Management (1994-Sekarang)

Merupakan falsafah manajemen yang berusaha terus menerus melakukan perbaikan dalam kualitas kinerja dari seluruh proses, produk dan pelayanan.  Fokusnya pada customer/client, perbaikan proses terus menerus dan inovasi, melibatkan teamwork dan memanfaatkan data dan pengukuran.  Kualitas kinerja terdiri dari :

A. Kualitas Pelayanan

· Reliable (terpercaya)

· Tangible (wujud nyata)

· Responsiveness (tanggap terhadap situasi)

· Assurance (penuh keyakinan)

· Empathy (selalu memperhatikan orang lain)

B. Kualitas Kepemimpinan

· Percaya team work, berusaha mendukung

· Penggunaan data dalam proses memecahkan masalah

· Mencari input bawahan dalam pembuatan keputusan

· Bertanya dan mendengarkan bawahan

· Saling percaya dan menghargai

· Selalu mencari keinginan pelanggan/bawahan

· Menghindari keputusan yang bersifat top down

· Mendorong kreativitas dan toleran pada kesalahan

· Menjadi fasilitator 

· Menetapkan tujuan dan rencana secara bersama.

Ada 14 langkah-langkah dari TQM, yaitu :

(1) Menetapkan tujuan yang bersifat konstan; 

(2) Memperbaiki sistem secara terus menerus; 

(3) Menghindarkan tujuan yang dinyatakan dengan angka;

(4) Menghilangkan ketakutan; 

(5) Menciptakan kepemimpinan yang bersifat ‘coach’ dan bukan boss; 

(6) Mengutamakan kualitas daripada biaya rendah;

(7) Memecahkan hambatan antar bagian/departemen;

(8) Gunakan ‘on the job training’; 

(9) Jangan utamakan penilaian tahunan terhadap pegawai; 

(10) Buat program pendidikan dan pengembangan diri; 

(11) Hindarkan slogan-slogan dan teguran-teguran;

(12) Jangan tergantung pada inspeksi/kontrol massa; 

(13) Terimalah falsafah TQM; 

(14) Gunakan pimpinan tingkat atas untuk melakukan transformasi.

Adapun perbedaan dasar paradigma pelayanan publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.  Per bandingan  Paradigma Manajemen Pelayanan Publik

	No
	Paradigma Lama
	Paradigma Baru

	1
	Fokus   produk/pelayanan
	Fokus   pelanggan/customer

	2
	Kerja  berdasar respon
	Kerja  berdasar rencana

	3
	Orientasi pada proses
	Orientasi pada proses dan hasil

	4
	Jangka pendek
	Jangka panjang

	5
	Tekanan pada kinerja individu
	Kinerja kelompok

	6
	Cenderung mempersalahkan individu
	Memperbaiki proses

	7
	Menetapkan hukuman/insentif
	Menanamkan kebanggaan

	8
	Manajer sebagai polisi
	Manajer sebagai coach

	9
	Manajemen berdasarkan perasaan
	Berdasarkan fakta

	10
	Pemecahan masalah oleh manajer
	Oleh semua/anggota training terbatas

	11
	Berdasar pengalaman/training
	Selalu mengarah pada ‘why’

	12
	Kualitas penting bagi spesialis
	Penting untuk semua

	13
	Berdasar pada inspeksi
	Berdasar pada desain proses

	14
	Berusaha memenuhi target
	Berusaha lakukan peningkatan

	15
	Struktur bersifat hirarkis
	Bersifat datar

	16
	Otoritas dari departemen
	Cross-functional

	17
	Orientasi pada manajemen
	Pada leadership

	18
	Meningkatkan dana untuk kualitas
	Naikan kualitas agar hemat dana


Sumber : Keban,1996

Paradigma baru dalam pelayanan publik merupakan pokok bahasan utama dalam membahas perkembangan pemikiran manajemen pelayanan publik.   Dalam paradigma pelayanan publik baru, sekurang-kurangnya ada tiga faktor ‘psikologikal-motivasional’ yang mendorong perlunya manajemen pelayanan publik terutama untuk lebih memperhatikan isu kualitas dan keadilan.  

Pertama, makin gencarnya tuntutan kearah manajemen pelayanan publik yang berkualitas sebagai pengaruh dari gerakan Total Quality Management (TQM) yang dipelopori oleh  tiga pakar: W.Edwards Deming, Joseph Juran dan Kaoru Ishikawa sejak satu dekade yang lalu; 

Kedua, pengaruh gerakan reformasi administrasi publik sebagaimana terpantul lewat New Public Administration Movement yang dipelopori oleh Marini (1971) dan Fredericson (1980) sejak dekade 1960-an dan masih berlanjut hingga sekarang.  

Ketiga, pengaruh gerakan reformasi administrasi publik yang lebih radikal, yakni Reinventing Government Movement (dipelopori oleh Osborne dan Gaebler pada 1992) yang berhasil dengan gemilang mengkombinasikan antara TQM dan entrepreneurial managemen.

Ketiga pengaruh utama dalam paradigma manajemen pelayanan publik baru akan dibahas dibawah ini :

1. New Public Administration Movement 

Fredericson (1980) melalui gerakan New Public Administration melihat bahwa  dalam mengoperasikan mesin birokrasi pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan publik, maka dalam diri setiap administrator publik harus tertanam kuat komitmen mereka terhadap kebutuhan nyata publik (public felt needs) dan keadilan sosial, baik itu sebagai landasan etik, tujuan maupun sumber acuan pemikirannya.  Karena itulah tidak terlalu berlebihan jika isu sentral yang kini mengedepan dan mau tidak mau harus dijawab oleh setiap administrator publik dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya adalah efisien dan efektif untuk kepentingan siapa?; ekonomis bagi siapa?.  Fredericson (dalam Wahab,1999) menjelaskan sebagai berikut : ‘conventional and classic public administration seeks to answer either these questions: (1) How can we offer more or better services with available resources (efficiency) or (2) How can services level be maintained while spending less money (economy)?. A New public administration adds this question: Does this service enhance social equity? To say that a service may be well managed and that a service may be efficient and economical, still begs these questions: Well managed for whom? Efficient for whom? Economical for whom? Traditionally public administration assumed a convenient oneness to the public”.

Karena itu Esensi dari gerakan New Public Administration itu adalah : ‘to democratize bureaucracy by inducing officials to be more responsive to the clienteles they affected and had to work with (Fredericson,1980).  Karenanya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh administrator publik adalah ditegakkannya prinsip keadilan proporsional dalam pemberian pelayanan (Chitwood, dalam Wahab,1999).  Ini berarti bahwa disatu sisi, sumberdaya yang menjadi esensi atau substansi pelayanan masyarakat itu sejauh mungkin dapat didistribusikan berdasarkan atas tingkat kemampuan dan kebutuhan publik yang dilayani (user), bukan lagi sekedar kebutuhan birokrasi yang memberikan pelayanan (provider).  Atau dalam bahasa Osborne dan Gaebler (1996) meeting the needs of customers, not the bureaucracy. Disisi lain, hendaknya dapat dicegah adanya praktek pemberian label (labelling practices), baik bersifat politis maupun ideologis (de Vries,1995 dalam Wahab,1999) terhadap kelompok sasaran program pelayanan publik.

2. Reinventing Government Movement : TQM and Entrepreneurial Management 

Gugus pemikiran ini pertama kali dikembangkan oleh  W.Edwards Deming, yang mengembangkan apa yang disebut ‘Total Quality Management’ (Manajemen Mutu Terpadu).  TQM ini telah berhasil mengatasi berbagai macam permasalahan diberbagai perusahaan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan sekaligus menekan biaya serta mengatasi permasalahan lainnya.  Pada awalnya hal ini diterapkan didunia usaha.  Oleh karena keberhasilannya, maka banyak instansi pemerintah mencoba menerapkannya, misalnya Angkatan Udara AS.  Paradigma TQM, berusaha memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang dan jasa, manusia dan lingkungan organisasi. Ada beberapa hal  yang harus menjadi pedoman pada TQM, yaitu :

1. Berfokus pada pelanggan.  Yang menentukan mutu barang dan jasa  adalah pelanggan eksternal.  Pelanggan internal berperan dalam menentukan mutu manusia, proses dan lingkungan yang berhubungan dengan barang dan jasa.

2. Obsesi pada mutu. Penentu akhir mutu adalah pelanggan internal dan eksternal.  Melalui mutu, organisasi harus berusaha memenuhi atau melebihi yang telag ditentukan.

3. Pendekatan ilmiah. Terutama untuk merancang pekerjaan dan proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang dirancang.

4. Komitmen jangka panjang. Untuk keberhasilannya dibutuhkan budaya organisasi yang baru.  Untuk itu perlu ada komitmen jangka panjang guna mengadakan perubahan budaya.

5. Kerjasama tim. Kerjasama tim dan kemitraan dan hubungan perlu terus dijalin dan dibina baik antar pelaksana dalam organisasi maupun denganh pihak luar (masyarakat).

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Perbaikan sisitem ini terus menerus dilakukan agar mutu yang dihasilkan meningkat.

7. Pendidikan dan pelatihan. Merupakan faktor fundamental, dimana prinsip belajar merupakan suatu proses yang tiada akhir.

B. Teori Governance (Good Governance): Kegagalan Negara dalam Pelayanan Publik

Teori Governance adalah teori yang mencoba menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam kepemerintahan.  Dalam salah satu pendekatannya yang disebut sociocybernatics approach (Rhodes,1996 dalam Wahab,1999) menjelaskan bahwa intinya ialah bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan kian kompleksnya isu yang harus diputuskan , beragamnya institusi pemerintah serta kekuatan masyarakat madani (civil society) yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (policy making), maka hasil akhir (outcome) yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan sektor pemerintah.  Kebijakan publik yang efektif dari sudut pandang  teori Governance adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi. 

Lembaga Administrasi Negara (dalam Widodo,2001) mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan public goods and services. Selanjutnya dari segi  functional aspect: governance dapat ditinjau apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya?.  Word Bank memberikan difinisi ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development of siciety’.  Sementara UNDP mendifinisikan sebagai ‘the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level’.  Oleh karena itu menurut difinisi terakhir ini, governance memiliki tiga tungku (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. 

Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi negara dan lainnya. Ini juga mempunyai implikasi pada equity, poverty dan quality of life.

Political governance adalah menunjuk pada  proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan authoritatif.  Karena negara seharusnya terdiri dari tiga cabang pemerintahan yang terpisah, yaitu legislatif, executive dan yudicial yang mewakili kepentingan politik pluralis dan membolehkan setiap warga negara memilih secara bebas wakil-wakil mereka.

Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka.  Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta dan dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.  Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangka society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Hubungan diantara ketiga unsur dalam penyelenggaraan governance dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1:   Hubungan antar sektor


The State

Diantara tugas terpenting negara (states) pada masa ke depan yang diciptakan oleh lingkungan  politik (political environment)  adalah: 

1. mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable human development) dengan meredifinisi peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik, menyediakan infrastuktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, kota dan metropolitan.

2. Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan keamanan, stabilisasi kondisi makro-ekonomi, meningkatkan penerimaan keuangan dan penyediaan pelayanan publik dan infrastuktur yang esensial, memelihara standart keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau, mengatur aktivitas ekonomi yang bersifat natural monopolies atau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum warga negara.

3. Institusi pemerintah harus memberdayakan rakyat (empowering the people). Hal ini hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang terdiri dari sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal, yudisial.

The Private Sector

Pasar dan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan dengan  menggunakan pendekatan pasar (market approach).  Hal ini berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik melalui dukungan lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dan dalam bingkai kerja ‘incentives and reward’ secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

Civil Society Organization

Organisasi masyarakat sipil memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik.  Hal-hal yang dilakukannya adalah :

1. Organisasi ini tidak hanya melakukan ‘check and balances’ terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama yang lain.Organisasi

2. Membantu memonitor lingkungan, penipisan sumberdaya, polusi, kekejaman sosial, memberikan kontribusi pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata dalam masyarakat dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

3. Menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan mengorganisir mereka kedalam kelompok yang lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik.

4. Mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial dan memberikan suara kelompok miskin dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah.

5. Sarana untuk melindungi  dan memperkuat kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai.

Sektor negara sebagai unsur governance, didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik.  

Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar.  Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat.  Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta memiliki pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. 

Masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal.  Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain (LAN,2000).

Pemaknaan good dalam good governance sendiri mengandung dua pengertian: 

(a). Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

(b). Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.  

Dari pemahaman di atas, LAN (2000) mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada :

(a). Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.  Hal ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintahan dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), accountabibility (akuntabilitas), scuring of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control.

(b). Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.  Hal ini tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan wujud good governance  (LAN,2000) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjadi ‘kesinergisan’ interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.  UNDP (dalam Widodo,2001) sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi governance memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.  Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi.  Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan untuk terjadinya partisipasi efektif.  Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisanis, organisasi masyarakat sipil harus bertanggungjawab pada publik, serta kepada institusi ‘stakeholders’.  Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif kebutuhan publik, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengkontrol dan melaksanakan sesuai peraturan perundangan.

Ada beberapa karakteristik good governance sebagaimana dikemukakan UNDP (dalam Widodo,2001), sebagai berikut:

1. Participation. Warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.  Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara serta partisipasi konstruktif.

2. Rule of Law.  Kerangka hukum harus adil, teruma berkaitan dengan HAM

3. Transparency. Dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga,dan informasi secara langsung dapat diterima, dipahami dan dimonitor oleh masyarakat.

4. Responsiveness.  Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk menlayani setiap stakeholders.

5. Consensus Orientation.  Menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam kebijakan maupun prosedur.

6. Equity. Semua warganegara punya kesempatan untuk kesejahteraan mereka

7. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia.

8. Accountability. Pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab pada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.  Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat (internal/eksternal).

9. Strategic Vision. Pengembangan manusia yang berorientasi luas dan jauh ke depan 


1.3. KONSEP DASAR MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK: KECENDERUNGAN GLOBAL, PUBLIC ENTERPRISE BIROKRASI DAN ISU KEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. Momen Kritis Pelayanan Publik

Globalisasi dan Pelayanan Publik 

Isu sentral yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bukan kepada bagaimana pemerintah ‘banyak memerintah’  atau ‘sedikit memerintah’ atau sekedar pemerintahan yang baik (better government) sebagaimana yang dikatakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), melainkan pemerintah yang semakin dekat pada rakyat juga benar-benar ‘mampu memerintah’ (capable government). Dengan itu, kalau isu sentral tadi kita bawa dalam konteks pelayanan publik, maka inti sarinya adalah pada ’kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, kompetitif dan berkualitas kepada rakyatnya’ (Wahab,1998).  

Kecenderungan global menunjukkan bahwa perubahan  besar-besaran akibat globalisasi atau internasionalisasi  diberbagai bidang politik, ekonomi dan teknologi telah membawa perubahan pada sektor pemerintahan yang cukup dramatis.  Sejak pertengahan dasa warsa 1970-an (dan menurut pakar agaknya akan terus berlangsung di abad 21) sebenarnya telah terjadi apa yang disebut ‘krisis kemampuan memerintah’(governability crisis) dari pemerintah diberbagai belahan dunia. Tuntutan politik yang berkembang di aras global sejak dasa warsa 1980-an  memang menunjukkan bahwa pemberian pelayanan yang semakin baik pada sebagian besar rakyat merupakan salah satu tolak ukur bagi kredibilitas dan sekaligus kapasitas politik pemerintah dimanapun (Word Development Report,1997 dalamWahab,1998).  Dampak dari perkembangan ini menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain yang dianggap cocok dan mampu  memenuhi kebutuhan baru akan pelayanan publik yang berkualitas.

Bagi kita di Indonesia, yang dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan masyarakatnya terbiasa mendapatkan berbagai bentuk pelayanan dari pemerintah, tentu amatlah menarik mengamati perkembangan  yang berlangsung akhir-akhir ini di mancanegara dan di tingkat global pada umumnya.  Dalam konteks pelayanan publik, perkembangan tersebut mengisyaratkan munculnya kecenderungan lain yang intinya justru mempertanyakan secara kritis posisi dan keterandalan negara atau pemerintah dalam hal penyediaan dan pengalokasian pelayanan dasar (basics services) kepada masyarakat.  Sejarah peran negara dalam penyediaan pelayanan publik yang hampir satu abad tidak pernah diganggu gugat itu kini sedang diredifinisikan, direaktualisasi dan dituntut untuk berubah agar mampu berpacu sejalan dengan irama dan perkembangan jaman.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat global itu, yang kemudian membentuk realitas internasional baru (menguatnya peran aktor-aktor non negara), nampaknya tidak hanya berlangsung  di negara-negara maju, semisal Amerika Serikat yang tradisi demokrasinya dianggap mapan, tetapi juga merembet dengan cepat ke  negara-negara sedang berkembang.  Jonston, 1996 dalam Wahab (1998) menggambarkan pengaruh perkembangan situasi di tingkat global itu di Amerika Serikat sebagai berikut: ‘American managers, policymakers, and organizational strategist currently are struggling with the pressure and uncertainties of enormous turbulence and change.  The private sector is being forced to downsize and become more efficient due to increasing competition both at home and abroad. Emerging from the mergers, acquisitions, deregulation, and privatization of the 1980s, business, industry, and government are also being confronted with new intrnational realities as well.  The Euripean Union has become a reality, and is emerging into  a potent force . . . .  Demands have also been placed upon public sector manager as well.  Some come from proactive efforts to adjust public sector organizations toward premier-level, cutting-edge institutionals in their field . . .  public sector organizations have been forced toward private sector like entrepreneurial management and privatization by budget and policy constraints imposed upon them. Pripatization has become a classic coping strategy’.

Kecenderungan global juga menunjukkan bahwa kendati negara masih diharapkan memainkan peranan sentralnya dalam menyediakan berbagai bentuk pelayanan dasar kepada rakyatnya, semisal dibidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan infrastuktur, namun pilihan-pilihan peran dan strategi implementasinya kini haruslah lebih selektif.  Sebab, dari bukti-bukti empiris yang ada, negara kini tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya agency/institusi/aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayanan tadi.  Karena itu dipandang dari perspektif dan semangat demokratisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada alasan yang cukup meyakinkan bahwa pelayanan publik itu harus dikendalikan melulu lewat mekanisme politik-birokrasi dan dimonopoli negara.  Dalam hubungan ini pilihan-pilihan politik dan kebijakan yang ditempuh negara dalam menyediakan, membiayai dan mengatur berbagai bentuk pelayanan publik haruslah dikembangkan sedemikian rupa dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan-kekuatan pasar, masyarakat sipil (Civil society) dan dinas-dinas pemerintah itu sendiri.  Pilihan-pilihan politik seperti itu agaknya dimaksudkan  agar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat lebih selektif, memiliki mitra sanding (counterpart), mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru.  Tantangan-tantangan beru itu muncul sebagai akibat  makin meluasnya penggunaan mekanisme pasar (sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam implementasi kebijakan publik) dan kecenderungan ekonomi-politik global yang menghembuskan gagasan demokratisasi (Teune,1995 dalam Wahab,1998) yang, pengaruhnya melampaui batas-batas geopolitik negara kebangsaan (nation state), bahkan merembes hingga ke relung-relung kehidupan yang paling dalam pada masyarakat dan individu.  

Public Enterprise dalam Pelayanan Publik

Pemerintahan yang efisien, disemangati oleh kewiraswastaan atau menjadi entrepreneural government merupakan suatu tuntutan  akan pembenahan diri yang harus dalam menjalankan roda administrasi pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya.  Linda de Leon,1996 (dalam Wahab,1999) melukiskan perkembangan ini sebagai berikut: ‘For the past two decades, the pressures on government to “do more with less” have became increasingly fierce; the road to administrative reform is littered with bashed bureaucrats, dashed hopes, and political casualties.  Critics of the public sector have contrasted its “bungling” and inefficiency with the flexibility, creativity, and innovation of private businnes.  They have touted the private sector as either a model for public organizations to copy, or as an alternative means of service delivery, the privatization of publicfunctions’
Meminjam istilah Osborne dan Gaebler (1992) birokrasi pemerintah dituntut untuk transforming themselves from staid bureaucracies into innovative, flexible, responsive organizations.  Dari sinilah  kemudian lahir apa yang dalam  berbagai literatur mutakhir kita kena dengan istilah public entrepreneurship, sebuah konsep baru dalam dunia bisnis yang secara lamban tapi pasti, diadaptasi kedalam sektor publik dan pemerintahan pada umumnya (De Leon,1996).

Apa arti sebenarnya jiwa kewiraswastaan itu?. Ada banyak difinisi mengenai hal itu, kendati hanya beberapa diantaranya yang cocok untuk keperluan tulisan  ini.  Salah satu pakar manajemen modern, Peter F.Drucker (1985) dalam Wahab (1992), dalam kaitan ini merumuskan jiwa kewiraswastaan itu sebagai ‘spotting opportunities and marshalling resource to produce innovation’.  Sedangkan dalam konteks administrasi publik, meminjam konsep yang dikembangkan oleh Stever (1998), jiwa kewiraswastaan itu mengandung arti ‘an adaptive, opportunistic and individualistic response to the chaos and fragmentation of post-progressive public administration’. Kalau kedua konsep tersebut diperhatikan dengan seksama, maka kata kuncinya tak lain adalah inovasi (inovation).  Namun, konsep inovasi disini tidak harus dipahami secara kaku, misalnya diartikan hanya menyangkut sesuatu yang baru sama sekali.  Inovasi dalam konteks pelayanan publik bisa pula berarti merekombinasikan secara kreatif unsur-unsur yang sebelumnya sudah dikenal untuk kemudian diterapkan dalam bentuk cara-cara baru atau pada situasi/lingkungan baru.

Tuntutan akan perlunya semangat kewiraswastaan dan prilaku inovatif dalam manajemen publik dan manajemen pemerintahan berarti bahwa eksistensi dan substansi pelayanan publik yang dilakukan oleh dinas-dinas pemerintah kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang akseptabel, baik secara sosial, ekonomi maupun secara politik, jika hanya dilakukan dengan bersandar pada prinsip  ‘asal jalan’, apalagi dikelola berdasarkan ‘manajemen by semau gue’. Lebih jauh lagi, dalam program pelayanan publik dibidang apapun dirasa tidak lagi cukup memadai kalau manajemen pelayanannya sekedar mengacu pada nilai-nilai instrumental administrasi publik atau manajemen publik klasik, seperti efisiensi dan efektivitas, yang pada kebanyakan kasus hanya berarti efisien dan efektiv menurut standar internal dan dari perspektif atau kacamata birokrasi, demi kepentingan birokrasi itu sendiri.

Dimensi Keadilan dalam Pelayanan Publik

Sejalan dengan terjadinya krisis dalam bidang  kepemerintahan yang telah disinggung di atas, sejak dasa warsa 80-an berkembang suatu tuntutan politik yang daya resonansinya makin kuat, yaitu: bahwa dalam mengoperasikan mesin pemerintahan  dan menjabarkan kebijakan publik dalam berbagai program (termasuk program pelayanan publik), selain berkualitas harus pula mengindahkan hak-hak asasi manusia (human rights), serta memenuhi kriteria keadilan (equity).  Fred William Riggs (1997), seorang Guru Besar Emiritus dalam Ilmu Administrasi Publik dari University of Hawaii mengkhawatirkan bahwa : ‘modern bureaucracies can also function as organs of domination and exploitation, as we can easily seen in many countries where arbitrary and oppressive-even totalitarian-regimes rely on bureaucracies to susteain and maintain their ruthless domination’.   Dengan mengedepankan nilai keadilan itu, maka dengan semakin gencarnya proses industrilisasi dan pengaruh ekonomi-politik global yang menyebabkan struktur ekonomi domestik makin lama makin bercorak kapitalis (segala sesuatu cenderung dipersepsi sebagai komoditas dan dihargai dengan uang), maka mesin birokrasi pemerintah, yang tentunya akan makin maju dan proaktif kepada pasar, bisa diupayakan tetap berada pada rel ‘humanitarian’-nya, tetap berpihak pada rakyat kecil dan terjaga akuntabilitasnya.  Dengan cara itu, fungsi pelayanan publik tidak akan gampang diselewengkan dan digunakan oleh para birokrat publik sebagai alat represif.

B.  Model Segitiga Pelayanan Publik : Hubungan Komplementer Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi Non Pemerintah

Berkembangnya ragam pelayanan publik dan kian tingginya tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, fleksibel, berbiaya rendah serta memuaskan  telah menjadikan negara pada posisi ‘kewalahan’ manakala masih tetap memaksakan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling sah dalam memberikan pelayanan. Karenaya, konsep desentralisasi  memiliki tujuan untuk mengurangi beban negara yang berlebihan dan tidak semestinya.  Rekomendasinya adalah berbagai hak, wewenang, tugas dan tanggungjawab dengan masyarakat (baik terorganisir atau tidak) dalam mengurusi dan memberikan pelayanan publik agar tidak semakin kewalahan.  Rekomendasi lebih lanjut adalah agar rakyat diperbolehkan mengurusi dirinya sendiri dan tidak serba menyerahkan segala urusannya kepada negara.

Uphoff (1988) dalam Suwondo (2001) lebih lanjut merekomendasikan perlunya keterlibatan tiga sektor dalam memberikan pelayanan publik, yaitu sektor negara (government/state), pasar (market) dan Non Goverment Organization (NGO)/Grassroot Organization/Civil Institution.  Keberhasilan pelayanan publik amat tergantung pada  rekayasa sinergi yang positif diantara ketiganya yang merupakan institusi  yang saling melengkapi dan berhubungan.

1. Pada sektor pemerintahan : (1) yang menjadi mekanisme pengendali adalah organisasi birokrasi yang berlevel mulai dari pusat sampai kedesa; (2) sebagai pengambil keputusan adalah para administrator yang dikelilingi para elit ahli; (3) dalam memberikan layanan berdasarkan pada aturan-aturan birokrasi (perundang-undangan); (4) kriteria keberhasilan keputusan adalah banyaknya kebijaksanaan yang berhasil diimplementasikan; (5) dalam memberlakukan sanksi mempergunakan kekuasaan negara yang bersifat memaksa, dan (6) modus operandi layanan berdasarkan mekanisme yang berasal dari atas (top down) atau pemerintahan sendiri.

2. Pada sektor privat : (1) mekanisme pengendali layanan publik mengandalkan sektor pasar; (2) pengambilan keputusan dilakukan oleh individu, para penabung dan investor; (3) pedoman perilaku adalah kecocokan harga; (4) kriteria keberhasilan keputusan/layanan adalah efisiensi, yaitu, memaksimalkan keuntungan dan atau kepuasan  dan meminimalkan kerugian dan atau ketidakpuasan; (5) sanksi yang berlaku berupa kerugian finansial; (6) modus operandi pelayanan dilakukan perorangan.

3. Pada sektor sipil : (1) mekanisme pengendali pelayanan adalah suatu asosiasi sukarela; (2) pembuatan keputusan pelayanan dilakukan secara bersama-sama oleh pemimpin dan anggota; (3) pedoman prilaku adalah persetujuan anggota; (4) yang dijadikan sebagai kriteria keberhasilan suatu keputusan adalah terakomodasinya interest anggota; (5) sanksi yang ada berupa tekanan sosial anggota dan (6) modus operandi pelayanan dilakukan dari bawah (bottom up).

Pada sektor ketiga, terdapat perbedaan antara Non Goverment Organization (NGO) dan Grassroot Organization (GRO).  Non Goverment Organization  (NGO) merupakan organisasi yang jaringannya sampai ketingkat internasional.  Karena itu, strukturnya jelas mulai tingkat internasional sampai ketingkat individual.  Sedangkan Grassroot Organization (GRO) atau organisasi akar rumput adalah suatu organisasi yang tumbuh dari bawah.  Ia tidak terstruktur sampai ketingkat internasional.  Bahkan tidak jarang, GRO ini tumbuh dengan tingkatan lokal belaka.

Dengan demikian, sebagai sumber pelayanan publik maka peranan negara sangat komplementer dengan mekanisme pasar (privat) maupun organisasi non pemerintah.  Ketiga sumber pelayanan itu sama-sama diperlukan didalam proses transformasi sosial ekonomi masyarakat.  Masing-masing seharusnya bekerja secara komplementer didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.  

Perimbangan utama untuk memberikan kekuasaan kepada mekanisme pasar dalam penyediaan dan pendistribusian kebutuhan masyarakat adalah karena mekanisme kerjanya yang sangat efisien.  Kekuatan-kekuatan didalam pasar bekerja dengan sangat efisien karena mereka dirancang oleh profit.  Hanya mereka yang bisa bekerja secara efisien akan dapat menikmati profit.  Mekanisme kerja pasar yang ditentukan oleh harga sangat berbeda dengan mekanisme kerja birokrasi karena birokrasi bekerja berdasar atas kewenangan dan monopoli, sehingga cenderung tidak efisien.  Namun demikian, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh pasar secara efisien.  Adakalanya mekanisme pasar secara ekonomis tidak efisien dan secara sosial tidak dapat diterima sebagai sumber pelayanan publik (economic and social market failures).  Dalam penyediaan barang-barang kebutuhan umum (public goods and social goods) mekanisme pasar seringkali tidak bekerja secara efisien, karena mekanisme harga tidak bisa bekerja dengan baik (karena adanya eksternalitas atau persyaratan yang dibutuhkan  untuk bekerjanya mekanisme pasar tidak terpenuhi).  Dalam situasi yang demikian, kehadiran birokrasi pemerintah atau lembaga non pemerintah diperlukan sebagai salah satu alternatif penyedia pelayanan publik.


SISTEM PELAYANAN YANG BERORIENTASI 

PELANGGAN (KLIEN)

Dalam manajemen pelayanan publik, gerakan mengedepankan kepentingan konsumen, orientasi kearah pelayanan yang lebih adil pada berbagai sektor publik dan kegandrungan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang kini melanda berbagai belahan dunia perlu mendapat respon positif dari pembuat kebijakan dan administrator publik, termasuk juga di Indonesia.  Sebab, kalau tidak ditengah persaingan global akan kehilangan nilai kompetitifnya.  

Kecenderungan global sekarang mengarah pada sistem manajemen pelayanan publik yang dalam banyak hal, menggunakan pelayanan yang telah berlangsung di sektor bisnis/swasta sebagai modelnya.  Pada titik inilah manajemen publik konvensional dituntut menyesuaikan diri, mengubah wajah, prilaku dan orientasinya sehingga mirip manajemen kewiraswastaan yang biasa berlaku pada sektor swasta (private-sector-like entrepreneurial management).  Hanya melalui perubahan radikal seperti ini maka ditengah berbagai macam krisis dan desakan untuk memaksimasi sumber-sumber secara efektif dan produktif, manajemen di sektor publik akan bisa diharapkan mampu mencari peluang-peluang baru, terhindar dari kebangkrutan.  Argumen yang mendasari perlunya pengadaptasian model ini bukan hanya sektor bisnis selalu lebih efisien ketimbang sektor pemerintah, melainkan juga karena, pada kebanyakan kasus, disektor pemerintah itu karakter pelayanan cenderung terlalu birokratik, bersifat monopolistik.  Manajemen publik seperti ini jelas kurang trengginas dalam menjemput peluang-peluang dan mengatasi berbagai persoalan, serta merespon dengan cepat tuntutan-tuntutan baru yang muncul.  Dengan demikian ia tidak kondusif bagi penciptaan suasana pelayanan publik yang transparan, kompetitif dan berkualitas.

Painter (1994) menjelaskan perlunya perubahan orientasi prilaku itu sebagai berikut : ‘Only by  devising radically different ways of doing business could contemporary governments respond to the deep trouble in which they found themselves.  In particular, resources would have to be deployed more creatively to increase productivity and effectiveness, and something that required opportunity seeking rather than risk avoiding behaviour’.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengadaptasi model pelayanan di sektor bisnis itu, maka pengguna jasa pelayanan publik praktis akan menjadi pusat orientasi dan menempati posisi sentral.  Konsekuensi esensial dari gagasan model pelayanan publik yang demikian ini ialah perlunya dilakukan transparansi dalam proses pembuatan keputusan (transparency in decision making), reorientasi, restrukturisasi dan reengineering terhadap model manajemen pelayanan publik konvensional yang ada, yang selama ini dianggap terlalu berorientasi pada kepentingan-kepentingan internal organisasi.

A. Pelayanan Berorientasi Pelanggan (Klien)

Permintaan pelayanan jasa publik akan selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitas, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perubahan lingkungan yang terus berubah.  Guna memenuhi tuntutan tersebut, kesiapan dan kemampuan pelayan publik perlu semakin ditingkatkan, agar tidak terjadi kesenjangan antara tuntutan dan harapan masyarakat disatu sisi dan kemampuan pelayan publik  dilain pihak.  Untuk menghilangkan kesenjangan itu, maka pelayan publik harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dan secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.  Untuk mengantisipasi keadaan  seperti ini, birokrasi publik harus dipersiapkan secara sistematis, dengan menciptakan “sistem kelembagaan, sistem kepegawaian serta mekanisme tatalaksana” yang baik dan terpadu, sehingga pada gilirannya mampu dan siap dalam menghadapi tuntutan pengguna jasa publik yang semakin meningkat.

Selain itu, pelayanan publik berkaitan erat dengan “moral dan etika birokrasi publik”. Raining (dalam Zauhar,2001) mengatakan . . . the public bureaucracy stands in need of ethical sensitivity in order to serve the public interest,  birokrasi perlu  memiliki kepekaan etika untuk bisa melayani publik dengan baik.  Semangat kerja birokrasi yang berorientasi pada  pelayanan publik harus menjadi pedoman kerjanya.  

Pelayanan publik yang diberikan dewasa ini juga perlu diarahkan pada “pemberdayaan masyarakat” dan bukan untuk menyuburkan ketergantungan.  Dalam situasi dimana sumber-sumber publik semakin langka keberadaannya, perlu dikembangkan pemberdayaan dikalangan masyarakat dan pemberi layanan.  Sebagaimana dikatakan Thoha,1997 dalam Zauhar,2001 bahwa, ‘peran dan posisi birokrasi dalam pelayanan publik harus diubah.  Peran yang selama ini suka mengatur dan minta dilayani, menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat’..

Dalam perkembangan berikutnya ternyata hakekat pelayanan publik bukan semata-mata  persoalan administratif belaka seperti pemberian ijin dan pengesahannya, atau pemenuhan kebutuhan fisik seperti pengadaan pasar, puskesmas, tetapi ia mencakup persoalan yang lebih mendasar yakni  pemenuhan keinginan/kebutuhan pelanggan.  Hal ini wajar karena dalam setiap organisasi, pemenuhan dan pemberian pelayanan merupakan suatu tuntunan.  Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sangat diutamakan mengingat keduanya  memiliki pengaruh besar pada keberlangsungan dan berkembangnya misi suatu organisasi.   

 Pada beberapa kasus  di banyak negara, untuk tujuan yang sama (kualitas pelayanan) dilakukan langkah-langkah reformasi manajemen pemerintah dengan mendorong tanggungjawab pembuatan keputusan dari bawahan (responsibility for decision making downward), meningkatkan penggunaan sektor privat untuk memberi pelayanan publik dan konsentrasi yang lebih besar pada kualitas pelayanan yang diberikan pada warganegara (citizen) sebagai pelanggan (customer) (Kum,1997 dalam Zauhar,2001). Sehingga pada gilirannya standar kinerja organisasi publik akan sama tinggi dengan standar kinerja organisasi bisnis, bahkan dengan semakin tingginya tuntutan dalam pelayanan publik, membuat administrasi publik bergerak lebih ‘businesslike’.

Gore,1995 (dalam Zauhar,2001) mengemukakan bahwa ‘agar pemerintah dapat berkompetisi dalam sistem ekonomi global seperti sekarang ini dimana konsumen adalah raja tidak seperti sistem ekonomi domestik sekarang ini, dimana pengusaha adalah raja, maka pemerintah harus berpaling dari budaya ‘restriktif’  kepada budaya  ‘responsif’.  Lebih lanjut Hodge,1996 (dalam Zauhar,2001) mengatakan  bahwa membuat daftar perkembangan reformasi sektor publik antara lain dengan pengukuran performance budget, masalah-masalah managerial, masalah desentralisasi-sentralisasi, privatisasi, benchmarking, re-engineering, reinventing government, hingga customer focus dan costumer service. 

Pemerintahan yang baik (Good government) menurut pemahaman Gore adalah pemerintahan yang digerakkan  oleh suatu kesadaran baru  dan sikap responsif dari para pengguna jasa (Government is driven by a new awareness of and responsiveness to customers).  Lebih lanjut Gore,1995 mengemukakan bahwa untuk mengelola pemerintahan secara baik dan dapat memperkecil biaya operasional pemerintah (cost of government) maka perlu memperhatikan empat hal sebagai berikut:

a. Mereduksi ukuran dan jumlah lembaga pemerintah, program dan staf (downsizing)

b. Mempermudah prosedur (steamlining)

c. Mereformasi lembaga-lembaga secara struktural agar dapat menjalankan misinya dengan baik (re-structuring)

d. Melimpahkan fungsi kepada sektor swasta yang piawai (privatzing).

Menurut Savas (1986) penerapan konsep privatization dalam suatu manajemen pemerintahan akan memunculkan butir implikasi sebagai berikut :

a. Efficiency through competition

b. Equity

c. Public debt reduction

d. Wide share ownership

e. Employee share ownership

f. Strengthen the capital market

g. Ease public sector pay problems

h. Reduce government involvement in enterprise decesion making

i. Protect the national interest

j. Political advantage

Tentu sebagaimana banyak negara, Indonesia telah dan sedang menerapkan program-program privatisasi. Dikembangkan kontrak manajemen seperti: BOT (Build,Operate,Transfer),BTO (Build,Transfer;Operate), BOO (Build,Operate,owner) dan BOL (Build,Operate,Lease) merupakan contoh-contoh varian privatisasi.

Pertimbangan filosofis yang mendorong pemerintah untuk melancarkan kebijakan privatisasi sebenarnya ialah karena pemerintah  tidak seharusnya mengerjakan  hal ihwal bisnis.  Jika objeknya sungguh-sungguh tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.  Jika demikian halnya, maka pemerintah harus secara selektif mengidentifikasikan barang-barang atau jasa-jasa apa yang dikategorikan publik (public goods) dan dikategorikan swasta (private goods).

Bila barang dan jasa (goods and service) yang sebenarnya bercirikan swasta (private) masih juga diproduksi atau terlalu banyak disubsidi oleh pemerintah, maka pertumbuhan beban pemerintah akan semakin tidak dapat dikendalikan, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pemerintahan dengan sendirinya tidak akan tercapai.  Itulah sebabnya, dibanyak negara dikembangkan paradigma reinventing government dengan prinsip a smaller, better, faster and cheaper government (Osborne dan Gaebler,1997).  Kesemua upaya di atas pada  intinya memfokuskan  penataan pemerintahan agar dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dan masyarakat luas, serta meningkatkan pelayanan publik.

Lovelock,1988 (dalam Zauhar,2001) menyebutkan bahwa manajemen pelayanan publik yang efektif memerlukan perubahan fokus dari menciptakan produk berkualitas dan daya manfaatnya, menjadi kualitas keseluruhan serta daya manfaat yang meliputi setiap aspek hubungan dengan pengguna jasa.  Vrye, 1994 (dalam Zauhar,2001) menyebutkan bahwa ‘pelayanan yang baik merupakan bisnis yang menguntungkan’ (good service is good business).

Pada tingkat kompetisi yang akan semakin terbuka di era globalisasi, maka dorongan untuk membangun pemerintahan yang digerakkan oleh pelanggan (building a customer driven government) dengan semakin memperbaiki manajemen pelayanan, semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan kompetisi ini.  Oleh karena itu, perlu ada perubahan perspektif manajemen pelayanan yang mengubah fokus manajemen baik dalam perusahaan jasa maupun manufaktur.  Perubahan perspektif yang dimaksud, menurut Lovelock,1988 (dalam Zauhar,2001) adalah sebagai berikut :

a). Dari berdasarkan daya manfaat produk menjadi daya manfaat total dalam hubungan dengan pengguna jasa.

b). Dari transaksi jangka pendek menjadi hubungan jangka panjang

c). Dari kualitas inti (baik barang maupun jasa) kualitas tehnis dari suatu produk pada kualitas yang diharapkan dan dipersepsikan pada pengguna jasa dalam mempertahankan hubungan dengan pengguna jasa

d). Dari menghasilkan solusi tehnis sebagai proses kunci dalam organisasi menjadi pengembangan daya manfaat dan kualitas keseluruhan sebagai proseas kuncinya.

Kualitas pelayanan (service quality) telah hampir menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan.  Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (customer satisfaction).

Pada saat lingkungan bisnis bergerak ke suatu arah persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dimana titik tolak strategi bersaing selalu diarahkan kepada asumsi, bahwa kondisi pasar sudah bergeser dari ‘sellers market’ ke ‘buyer market’, maka sebagai kata kuncinya menurut Husaini,1994 (dalam Zauhar,2001) adalah memenagkan persaingan pasar melalui orientasi strategi pada manajemen pelayanan prima (excellent service management).

Untuk mewujudkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan pemahaman terhadap faktor kunci eksternal dengan cara :

a). Memulai mengenali dinamika customers need and wants

b). Mengembangkan suatu kerangka pendekatan kearah pencapaian kepuasan pelanggan

c). Pertemukan tujuan badan usaha dalam rangka pencapaian kepuasan pelanggan.

Faktor-faktor eksternal tersebut, perlu direspon oleh setiap pucuk pimpinan baik pimpinan dalam organisasi birokrasi maupun perusahaan, dengan mengintegrasikan berbagai unsur atau elemenguna menghasilkan produk layanan yang dapat memuaskan pengguna jasa, dimana pada intinya adalah perlunya perbaikan kinerja organisasi yang berorientasikan pada keseluruhan proses untuk menciptakan ‘value to customer’ yang terkait dengan aspek mutu produk dan jasa waktu pembuatan dan penyerahan (cycle time), biaya yang rendah serta produktivitas yang tinggi (Husaini,1994 dalam Zauhar,2001).  Jika demikian halnya, maka pucuk pimpinan itu, memiliki peranan sentral dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan.  Oleh karena itu, pucuk pimpinan dituntut memiliki visi kebijakan dan strategi yang jelas.  Kondisi demikian sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:

Gambar  2:  Proces Driven Improvement



Sumber: Husaini, Jurnal Ilmu Administrasi Nomor 3/Vol. II/Tahun 1994

Jika demikian halnya, maka menempatkan konsumen pada tingkat yang terhormat akan menjadi kekuatan penting dalam memenangkan kompetisi di tingkat global.  Dalam mengembangkan organisasi yang berorientasi konsumen (customer oriented), maka semua kegiatan harus berbasis pada kebutuhan dan keinginan pelanggan (customer needs and wants) dan persepsi konsumen terhadap nilai dan mutu suatu produk (barang dan jasa) banyak dipengaruhi oleh pelayanan prima sebagai atribut yang melekat pada produk inti itu sendiri (Saragih, 1994 dalam Zauhar,2001).

Saragih, 1994 (dalam Zauhar,2001) menyebutkan bahwa ‘konsumen masa depan menginginkan proses yang lebih cepat, profesionalisme dan praktis’.  Demikian halnya Lovelock,1992 (dalam Zauhar,2001) bukan hanya mengikuti kemajuan teknologi tetapi hendaknya lebih banyak ditujukan  sebagai jawaban atas permintaan konsumen yang menginginkan informasi yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat dan variasi penunjukan produk inti yang lebih memikat.

Dalam tingkat  operasional, menurut Saragih,1994 (dalam Zauhar,2001) akan menimbulkan masalah sebagai berikut:

(a) Bagaimana fungsi pelayanan konsumen ini diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen

(b) Orang-orang dan sistem macam apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen

(c) Bagaimana mendesain suatu fungsi pelayanan yang baik serta bagaimana menjalankannya secara efektif.

Solusi yang dipandang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, adalah perlunya penyediaan pelayanan yang tepat, dan konsisten pada saat dibutuhkan, dan pada gilirannya akan menimbulkan rasa puas pada pemakai jasa.  Sedangkan Vrye (dalam Zauhar,2001) menekankan pada perlunya manajer pada organisasi jasa yang harus memahami dengan baik jenis-jenis keluhan pengguna jasa.

Kesulitan mendapatkan pelayanan yang berkualitas akan mengakibatkan munculnya take and give antara clien atau customer dan yang memberi pekerjaan.  Jika hal ini terjadi maka akan memunculkan suap, sebab bagi orang-orang  yang membayar uang suap, kelambatan pelayanan dapat diatasi dengan mudah.  Kecepatan pekerjaan yang didasarkan suatu imbalan kepada pejabat atau pegawai yang melayani mereka, hanya akan mengakibatkan  kurangnya rasa hormat pengguna jasa terhadap organisasi.

Agar aktivitas dan pengambil keputusan lebih dekat dan mengutamakan pelayanan pelanggan, maka harus diciptakan struktur organisasi yang apresiatif dan adaptif, yakni struktur yang lebih terdesentralisasi.  Dengan  demikian pemimpin yang berjiwa wirausaha secara naluriah mencoba menjangkau pendekatan yang terdesentralisasi dengan mengarahkan banyak keputusan ke ‘pinggiran’ atau menekan otoritas keputusan yang lain ke ‘bawah’ dengan membuat hirarki menjadi datar (flat) dan memberi otoritas kepada pegawainya (Osborne dan Gaebler,1992).

Dalam konsep manajemen pelayanan, ‘memudahkan’ wewenang dengan tidak hanya sekedar mendelegasikan kepada bawahan hal mana dapat meningkatkan customer service.  Secara kelembagaan (institutions), upaya untuk mendekatkan pengambil keputusan dengan pengguna jasa (customer) memang diperlukan perubahan kelembagaan (institutions change) dan pembangunan kelembagaan (institutions development).  Oleh sebab itulah maka perubahan struktur dari vertikal ke horizontal atau mengubah struktur ‘tall’ menjadi struktur ‘flat’, yang oleh Osborne dan Gaebler,1992 dikatakan sebagai ‘pemerintahan desentralisasi dari hirarki maupun partisipasi dan tim kerja.  Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan pelanggan yang oleh Stewart (1994) disebut sebagai ‘close to the customer’.

Dengan demikian struktur yang didesentralisasikan merupakan solusi yang mendekatkan pembuat keputusan publik dengan pengguna jasa publik.  Sehingga pada gilirannya berbagai tuntutan pengguna jasa publik akan akan lebih cepat dapat direspons.  Adapun ciri-ciri dan struktur yang didesentralisasikan (flat) sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

(a) Decentralized management approach

(b) Few levels of management

(c) Horizontal career path that cross funtions

(d) Broadly defind jobs

(e) General job description

(f) Flexibel boundaries berteen jobs and units

(g) Emphasis on team

(h) Strong facus on the customer

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas pelayanan (service quality) ialah pembagian kerja atau deferensiasi, Gordon,1993 (dalam Zauhar,2001) menyebutkan bahwa :

(a) Dalam hal pembagian kerja agar berdasarkan diferensiasi horizontal yang menekankan diferensiasi personal

(b) Dalam hal option for coordination agar dikembangkan central adjusment dengan standardization of work process, standardization of output dan standardization of skill.

(c) Dalam hal information processing, agar didasarkan pada organic structure yang memiliki a high information processing, yaitu kapasitas yang cepat dan akurat.

Dalam hal mengembangkan organisasi yang berorientasi kepada konsumen (customer oriented), maka semua kegiatan harus berbasis pada konsideransi tentang kebutuhan dan keinginan pengguna jasa, sebab dalam kesalahan dalam mengidentifikasikan kebutuhan dan harapan pengguna jasa akan menyebabkan pelayanan menjadi tidak berarti dan sia-sia.

Hal-hal yang dapat digunakan untuk semakin memahami keinginan pengguna jasa adalah perlunya melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pengguna jasa dalam suatu organisasi.  Husaini,1994 (dalam Zauhar,2001) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna jasa itu adalah sebagai berikut:

(a) Sarana dan fasilitas yang mendukung efisiensi dalam kontak dengan konsumen.

(b) Kualitas dan kuantitas kotak dengan konsumen

(c) Konsumen yang dapat berupa individual buyers organisasi

(d) Lamanya proses layanan berikut karakteristik yang menyertai layanan tersebut.

(e) Keterbatasan yang mungkinh terdapat dalam pelayanan

(f) Frekuensi dari penggunaan dan pembelian ulang

(g) Menyangkut sulit atau mudahnya pemberian dan penggunaan oleh konsumen

(h) Menyangkut tingkat resiko kegagalan yang mungkin terjadi dalam pelayanan yang diberikan.

Datangnya era pelayanan terbaik kepada pelanggan, sangatlah relevan dengan prinsip pengembangan organisasi, yakni terwujudnya a smaller, better, faster and cheaper government, yang menurut bahasa Osborne dan Gaebler agenda ini bertumpu pada prinsip customer driven government.

B. Prinsip-Prinsip Pelayanan Berorientasi Pelanggan (Klien)

Ada beberapa prinsip-prinsip pokok dalam pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat, yaitu:

1. Prinsip Aksessibilitis

Yaitu bahwa pada hakekatnya setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap pengguna pelayanan.  Tempat, jarak dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau/diakses oleh pengguna pelayanan

2. Prinsip Kontinuitas

Yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan dan kejelasan tertentu yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

3. Prinsip Teknikalitas

Yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus  ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara tehnis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan  sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

4. Prinsip Profitabilitas

Yaitu bahwa  proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas.

5. Prinsip Akontabilitas

Yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Selanjutnya, Lovelock (1992) dalam Widodo (2001) agar kualitas pelayanan dapat dicapai, ada lima prinsip penting dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material

2. Realiable  (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan

3. Responsiveness (pertanggungjawaban), rasa tanggungjawab terhadap mutu pelayanan

4. Assurance (jaminan), pengetahuan, prilaku dan kemampuan pegawai

5. Empathy (empati), perhatian perorangan pada pelanggan

C. Swastanisasi: Pilihan Sistem Pelayanan Berorientasi Pelanggan (Klien) 

Swastanisasi merupakan salah satu bentuk dari  kebijakan publik.  Kebijakan swastanisasi ini merupakan suatu kebijakan yang memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta memberikan pelayanan publik.

Terdapat beberapa alasan mengapa swasta dilibatkan dalam pelayanan publik.  Darwin,1995 (dalam Widodo, 2001). Pertama,  menyebutkan alasan dilibatkannya swasta karena terbatasnya dana dalam penyediaan layanan publik. Kedua, untuk menciptakan kompetisi agar terjaminnya kualitas pelayanan.  Ketika negara memonopoli pelayanan publik, biasanya kualitas pelayanannya menjadi rendah, karenanya agar organisasi publik mau meningkatkan mutu pelayanan, kompetisi perlu diciptakan dan untuk itu swastanisasi duipandang relevan.untuk memunculkan iklim kompetitif dalam pelayanan publik.

Kebijakan swastanisasi menjadi pilihan takkala dua soal mengusik: (1) kelambanan dan (2) biaya siluman, sejumlah hal masih ditambahkan seperti perampingan birokrasi, penurunan beban administratif dan over head cost negara.  

Swastanisasi disini dimaksudkan sebagai penyerahan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan kepada sektor swasta, profit atau non profit (Dwiyanto, 1993). Hal ini lebih mengarah pada bentuk pengurangan dari peraturan pemerintah atau penambahan kebijakan dalam sektor swasta dalam suatu aktivitas atau kepemilikan (Savas,1987).

Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan guna dilaksanakannya swastanisasi, antara lain:

(a) Segmen pasar yang dilayani

(b) Kompetisi mengglobal dan manajemen

(c) Konsumen makin memilih dan menuntut

(d) Perubahan yang terus menerus terjadi

(e) Pergeseran paradigma pelayanan.

Oleh karena itu ada beberapa pendekatan yang sepatutnya menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya swastanisasi. Beberapa unsur pendekatan swastanisasi ini memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang tampak dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3:   Pendekatan Dalam  Melakukan Swastanisasi

	No
	Pendekatan
	Tujuan
	Alasan

	1
	Pragmatis
	Pemerintahan yang baik
	Kebijakan swastanisasi untuk lebih mengefektifkan tekanan pelayanan publik

	2
	Ideologycal
	Less Government
	Pemerintah sangat besar, sangat berkuasa, sangat banyak campur tangannya dalam kehidupan masyarakat dan kebebasan demokrasinya

	3
	Commercial
	More Businnes
	Pengeluaran pemerintah adalah satu bagian terbesar dari ekonomi, oleh karenanya pemerintah harus secara langsung menyatakan kepemilikan perusahaan dan aset dapat digunakan untuk penggunaan sektor khusus

	4
	Populist
	Better Society
	Masyarakat memiliki pilihan dalam pelayanan publik.  Mereka diberi kebebasan untuk mencari dan menentukan kebutuhan dan mempererat tali persaudaraan pada keluarganya, tetangganya, etnis tertentu serta penyederhanaan struktur organisasi


Sumber : Savas,1987:Privatization, The Key to Better Government

Dari berbagai macam pendekatan di atas langkah awal adalah apa yang menjadi tujuan dari dilakukannya privatisasi, yaitu : apakah mengarah pada tujuan pemerintahan yang baik, pemerintah yang sedikit memerintah, bisnis yang besar atau tujuan sosial (kesejahteraan sosial).

Tujuan dari pendekatan pragmatis adalah pemerintahan yang baik, yang secara esensial mengarah pada efektivitas biaya, untuk meningkatkan lembaga pemerintah dalam meningkatkan penghasilan masyarakat.

Tujuan dari pendekatan ideologi adalah pada pengurangan campur tangan pemerintah melalui menyeimbangkan fungsi-fungsi kebebasan, keadilan dan efisiensi dalam masyarakat.

Tujuan dari pendekatan komersial menarik investasi/perusahaan yang lebih banyak dengan menggunakan kemudahan-kemudahan secara langsung yang diberikan oleh pemrintah

Tujuan dari pendekatan populis adalah berorientasi pada kepentingan masyarakat.  Rakyat berada dalam posisi big government dan business, dimana kedua elemen ini telah meletakkan rakyat pada posisi berhak atas pelayanan yang baik tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Gerald Caiden dalam Darwin (1995) mengidentifikasikan sejumlah alternatif swastanisasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut:

(a) Kerja kontrak (Contract Work), dimana pemerintah  memilih satu organisasi swasta (laba/nirlaba) untuk menyediakan pelayanan dan pemerintah membayarnya

(b) Hak (Franchises), yang diberikan pemerintah kepada organisasi swasta untuk memproduksi barang/jasa dan menarik biaya barang/layanan langsung kepada pelanggan

(c) Sistem kupon (Voucher Systems), dimana pemerintah mengeluarkan kupon (dalam bentuk uang kertas darurat atau uang tunai) kepada penerima yang memenuhi syarat, yang kemudian menggunakannya untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan di pasar.

(d) Subsidi (Producer Subsidy), diberikan langsung kepada produsen untuk memproduksi barang dan jasa dengan harga yang murah kepada konsumen.

(e) Pasar (Market), dimana pengusaha melihat kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa, lalu memproduksi dengan harga pasar.

(f) Sumbangan sukarela (Voluntary), dimana organisasi mengenali kebutuhan masyarakat lalu memenuhinya dengan menarik sumbangan secara sukarela atau memperkerjakan secara sekarelawan

(g) Melayani sendiri (Self-service), dimana keluarga atau individu memenuhi sendiri kebutuhannya.

Pertanyaannya kemudian adalah tipe barang apa yang dapat diswastanisasikan dan pola pelayanan mana yang lebih tepat terhadap barang publik?.  Savas (1987) mengajukan model sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 :  Type of Goods and Arrangement That Can Be Used To Supply Them

	Arrangement
	Private Goods
	Toll Goods
	Common Poll Goods
	Collective Goods

	Government
	X
	X
	X
	X

	Contract
	X
	X
	X
	X

	Franchises
	X
	X
	
	

	Voucher
	X
	X
	X
	

	Producer Subsidy
	X
	X
	X
	

	Market
	X
	X
	
	

	Voluntary
	X
	
	X
	X

	Self-service
	X
	
	
	


Sumber: Widodo, 2001

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa seluruh alternatif pelayanan dapat mengelola barang privat.  Tipe toll goods bisa dilayani oleh semua alternatif layanan, kecuali dengan self-service.  Sementara tipe Common-poll goods, bisa dilakukan oleh Government, dilakukan dengan sistem contract, voucher, producer subsidy dan voluntary.  Sedangkan tipe collective goods, hanya bisa dilayani oleh government dengan contract dan voluntary.

Sedangkan Savas (1987) memberikan empat strategi pengimplementasian swastanisasi, yaitu:

(a) Pergantian beban  (Load Shedding)

(b) Mengadopsi penetapan-penetapan dengan meminimalkan keterlibatan pemerintah

(c) Melembagakan penggunaan fasilitas

(d) Memperkenalkan persaingan (kompetisi).

.


PENCIPTAAN BUDAYA PELAYANAN 

YANG BERORIENTASI PELANGGAN (KLIEN)

A.  Budaya Birokrasi Pelayanan Publik

Ada asumsi menarik yang patut dipertanyakan, ‘Apakah budaya organisasi birokrasi  mempengaruhi proses  pelayanan publik, ataukah tradisi pelayanan publik akan  mempengaruhi dan menciptakan  budaya organisasi birokrasi?’. Jika yang pertama muncul maka akan terjadi stagnasi dan kekuatan status quo dalam organisasi birokrasi; tetapi jika yang kedua muncul maka akan tercipta perubahan dan pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis.

Secara sederhana budaya organisasi dapat diartikan sebagai:  ‘norma-norma yang mempengaruhi  sikap dan prilaku partisipan  dalam sebuah sistem birokrasi” (Siagian,1995). Rohdewohld (1995) dalam Islamy (2001) menulis bahwa budaya organisasi dapat diartikan sebagai : ‘the set of values,attitudes,norms,shared, beliefs and mental orientations that shape and determine the behavoir and expectations of the members of that organization’.  Karenanya, budaya organisasi birokrasi akan menentukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; 

(b) Menentukan batas-batas normatif prilaku anggota organisasi; 

(c) Menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi;

(d) Menentukan gaya manjerial yang dapat diterima anggota; 

(e) Menentukan cara kerja yang tepat dan sebagainya.    

(f) Secara spesifik lagi peran penting yang dimainkan budaya organisasi adalah:

(g) Membantu menciptakan  rasa memiliki terhadap organisasi; 

(h) Menciptakan jati diri anggota; 

(i) Menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya; 

(j) Membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; 

(k) Menemukan pola pedoman prilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.  

Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap prilaku anggotanya, maka dampaknya adalah :

(a) Menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi yang lain; 

(b) Membentuk identitas organisasi-pribadi;  

(c) Mempermudah terciptanya komitmen organisasi dan 

(d) Mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan simbul-simbul kendali prilaku para anggota organisasi.

Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat.  Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik  haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik.   Dennis A.Rondinelli (1981) mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik (kaitan dengan desentralisasi) adalah:

a). Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit

b). Kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit lokal

c). Kurangnya sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab

d). Adanya sikap keengganan melakukan delegasi wewenang dan kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastuktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan publik. 

Senada diatas, Malcolm Walters (1994) dalam Suryono (2001) menambahkan bahwa kegagalan pelayanan publik disebabkan karena  aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran  yang terjadi dalam budaya masyarakatnya.  Dari budaya yang bersifat hirarkis, budaya yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter.

Kalau demikian, pertanyaannya kemudian adalah: sistem nilai dan norma-norma yang bagaimanakah yang telah membentuk wajah birokrasi pelayanan publik kita?.  Banyak yang berpendapat bahwa  wajah birokrasi Indonesia  masih kental dipengaruhi oleh sistem nilai tradisi Jawa sebagaimana yang sering tampak dalam: (a) retorika politik para pejabat;  (b) proses pembuatan keputusan; (c) hubungan dan komunikasi atasan-bawahan yang bercorak hubungan patron dan klien;  (d) mengandalkan loyalitas bawahan yang tinggi dan berbagai macam ritualisme administrative yang berlebihan.  Selain itu juga, ciri-ciri birokrasi seperti:

· Lebih banyak berorientasi ke atas, mengkultuskan pribadi pimpinan

· Kuatnya kesadaran akan prestise dan status yang lebih berprestasi

· Sikap untuk selalu menjaga harmoni dan menghindari konflik, telah menjadikan birokrasi kita menjadi tertutup dan kurang memberi ruang gerak bagi pendapat yang berbeda. 

Sementara itu, Y.King (1982) dalam Rahman (1998) mengemukakan model-model birokrasi yang mempengaruhi budaya pelayanan yaitu:

1. Birokrasi Neo-Patrimonial

Dalam model ini ditampilkan bentuk birokrasi yang kurang memberikan kebebasan  kepada masyarakat.  Ada tuntutan kepada masyarakat untuk melaksanakan sejumlah kewajiban yang ditentukan oleh negara, memberikan pengabdian terbaiknya untuk negara dan apa yang dilakukan negara adalah yang terbaik.  Konteks pelayanan sangat diwarnai oleh ‘budaya mohon petunjuk’ atau ‘minta restu’ bawahan kepada atasan.  Budaya ini menggambarkan sifat tidak percaya diri yang menurut Kuntjaraningrat(1994) sebagai mentalitas para priyayi dan pegawai yang terlampai berorientasi vertikal terhadap tokoh-tokoh atasan dan senior.

2. Birokrasi Negara/Pegawai (Bureaucratic Polity)

Dalam model ini, birokrasi adalah institusi yang berkuasa tanpa tandingan dan tampil sangat dominan.  Lembaga birokrasi menguasai seluruh proses politik, sehingga segala kebijakan politik lebih ditetapkan  dan dilaksanakan birokrasi sendiri.  Sementara lembaga-lembaga diliar birokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga persetujuan untuk pengesahan.  Kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat tak berdaya dan lebih dituntut peran sertanya dengan cara mobilisasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

3. Birokrasi Otoriter (Bureaucratic Autharitarianism)

Birokrasi membatasi hak dan kebebasan politik rakyat.  Mereka memiliki pola dominasi yang jelas, modern dan relatif stabil.Juga mandiri dalam menentukan persoalan politik, ekonomi dengan mengedepankan birokratik-teknokratik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.

4. State Corporation

Merupakan varian dari Bureaucratic Autharitarianism dimana negara/pemerintah biasanya mensponsori  terbentuknya organisasi-organisasi fungsional sesuai dengan spesialisasi untuk ditempatkan pada perwakilan kepentingan mereka.  Melalui koorporatisme negara inilah birokrasi menguasai dan mengontrol masyarakat.

Pelestarian nilai-nilai tradisi budaya aristokratis tersebut diatas telah mempersubur munculnya budaya keluarga besar yang cenderung  mendomestifikasikan nilai-nilai yang sebenarnya bersifat self righteouseness yang tentu saja sangat merugikan bagi ‘keluarga –kecil’ atau ‘keluarga lain’.

Walaupun birokrasi kita masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang patrimonialistik tetapi juga telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi ala Weber (Weberian type bureaucracy) yang murni yang banyak bernuansa rule governed.  Dualisme budaya birokrasi seperti ini seringkali menampilkan sosoknya yang unik.  Disatu sisi menampilkan sikap dan prilaku aparat yang harus tunduk sepenuhnya kepada keinginan pimpinan, menjaga harmoni dan menghindari perbedaan pendapat. Mempertemukan dua ciri budaya birokrasi (struktural dan kultural) seperti tersebut di atas sebenarnya sah-sah saja dan mungkin baik.  Mengambil over begitu saja ciri budaya birokrasi manapun tanpa menyaring atau mencermati sisi-sisi negatifnya bisa menimbulkan bias administratif yang sangat merugikan. Karena kita memasuki era globalisasi, yang dikenal dengan era informasi, maka tidak mungkin lagi kita menutup diri dari gelombang pengaruh luar kalau kita ingin exist.

Untuk itu, kita perlu mengadakan penilaian terhadap sikap prilaku birokrasi kita.  Apakah ciri-ciri budaya birokrasi kita telah telah mencerminkan  budaya yang adaptif, yang mau menerima pengaruh nilai-nilai birokrasi yang lebih positif sehingga lebih mampu  menghadapi era yang sangat kompetitif ini?.  Untuk menjawabnya kita perlu menengok sejauhmana budaya birokrasi kita itu berperan instrumental atau malah detrimental terhadap usaha-usaha pembangunan yang kita lakukan sekarang?.  Ada kepesimisan masih kurang kondusifnya nilai-nilai budaya birokrasi kita untuk menangani usaha-usaha instrumental bahkan kadang-kadang detrimental terhadap pembangunan nasional. Karenanya, banyak pandangan yang diberikan kearah perubahan budaya birokrasi nasional itu hendak dicapai.  Misalnya perlunya kita segera merubah budaya juklak dan juknis menjadi sikap dan prilaku aparat yang lebih kreatif dan inovatif (Moeljarto,1996); dari budaya statis-mekanistis menuju ke budaya birokrasi yang organis-adaptif (Effendy,1991), dari sistem nilai feodal-beamtenstaat menuju ke sistem nilai yang lebih terbuka dan egaliter, dari budaya mediokratis menuju meritokratis dan sebagainya. 

Masih banyaknya aparat birokrasi terutama di daearah-daerah yang belum menguasai teknik-teknik administrasi modern seperti analisis kebijakan publik, manajemen partisipatif, manajemen pelayanan publik, sistem anggaran berbasis nol dan juga manajemen sumberdaya lokal, pemberdayaan rakyat, akuntabilitas publik, pembangunan kelembagaan, pemerintahan representatif dan sebagainya, penguasaan semua itu menuju tataran yang lebih meritokratis. Mereka perlu didorong  untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pendidikan baik formal maupun non formal agar memiliki profesionalisme yang memadai.

B. Mengembangkan dan Menerapkan Budaya Birokrasi Pelayanan Publik (Budaya Kerja)

Memperlakukan masyarakat atau konsumen sebagai pelanggan tentunya merupakan budaya yang diharapkankan dari suatu budaya yang berorientasi kerja (pelayanan publik).  Budaya kerja (pelayanan publik) ini menjadi terkenal setelah Jepang mencapai  tingkat kemajuan yang fanatik dalam melakukan manajemen kualitas yang berakar dan bersumber dari budaya yang dimiliki bangsa Jepang dan dikombinasikan dengan  tehnik-tehnik manajemen modern tahun 1970-an.  Semangat membangun kembali perekonomian Jepang setelah kalah perang mendorong bangsa Jepang mencari cara-cara baru untuk kerja yang lebih baik agar menghasilkan produk yang lebih baik pula.  Mula pertama mengundang seorang ahli dari Amerika Serikat yang bernama Edward Deming dan Juran.  Upaya kedua ahli itu diolah sesuai dengan budaya bangsa Jepang oleh Kauro Ishikawa, yang melakukan manajemen kualitas berdasar pada kerja kelompok dan partisipatif.  

Keberhasilan Jepang membangun perekonomiannya mendorong bangsa-bangsa lain untuk meniru dan mengembangkan sendiri budaya yang mereka miliki dengan nama yang beraneka ragam, seperti Total Quality Control, Total Quality Management, Quality Assurance, Value Added Management, Work Improvement Team, Budaya Kerja dan lain-lain.

Budaya dalam pelayanan publik merupakan perwujudan dari nilai, sikap, norma prilaku dan harapan-harapan aparat pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  Ada beberapa manfaat diterapkannya suatu budaya yang berorientasi pelanggan diantaranya :

1. Menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik

2. Membuka seluruh jaringan komunikasi

3. Keterbukaan

4. Kebersamaan

5. Menemukan kesalahan dengan cepat dan segera diperbaiki

6. Adaptif terhadap perubahan

7. Kepuasan kerja dan disiplin meningkat

8. Absensi turun, pemborosan berkurang.

Disisi lain, penerapan budaya yang memberikan warna/corak pada budaya pelayanan publik memiliki dua efek, yaitu:

1. Efek Internal, muncul karena adanya :

· Pengaruh aktivitas kelompok dalam organisasi publik

· Ikatan perasaan kebersamaan

· Upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi

2. Efek Eksternal, muncul karena adanya :

· Kebutuhan/tuntutan masyarakat untuk dilayani

· Citra pelayanan publik yang diterima masyarakat

· Persepsi dan sikap masyarakat dalam menilai organisasi publik

Gambar 3 :  Sistem Kerja (Budaya) Berorientasi Pelanggan


Gambar di atas menjelaskan bahwa globalisasi mengharuskan peningkatan mutu pelayanan berorientasi kepuasan pelanggan.  Untuk mencapai itu nilai-nilai intrumental dalam organisasi perlu disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada (nilai-nilai budaya kerja) dengan hasil akhir adalah peningkatan kualitas SDM, kualitas cara kerja, dan kualitas produknya.  Kualitas produk yang mengakar pada nilai-nilai budaya kerja dapat dilihat pada beberapa aspek (Supriyadi,2001), yaitu:

1. Kesesuaian dengan mutu yang diminta oleh pelanggan, mereka menyatakan puas atau tidak puas

2. Setiap orang dalam organisasi memiliki peran sebagai pemasok pelanggan baik yang berorientasi internal maupun eksternal.  Karenanya, perlu kerjasama yang intensif perlu diciptakan jaringan kerja yang menerobos kekakuan birokrasi seperti jaringan kerja horizontal, vertikal dan diagonal.

3. Orientasi pada pencegahan lebih baik daripada memperbaiki kesalahan, karena biaya perbaikan akan menjadi lebih mahal dan mempengaruhi daya saing.  Falsafah yang penting adalah : Do it right at the first time, Zero defect, Zero discrepencies.

4. Untuk mencegah pemborosan agar mutu menjadi lebih baik perlu dilihat aspek pembiayaan antara lain meliputi penilaian (inspeksi, pengujuan dan tugas lain), pencegahan (latihan, mencari penyebab, koreksi, pengembangan), kegagalan (kerusakan, perbaikan, kerja ulang, kurun waktu), kegagalan eksternal (penggantian jaminan, kerusakan, kehilangan pelanggan, keluhan, perbaikan).

5. Mutu terletak pada sumbernya, yang berarti setiap SDM adalah aktor kualitas bagi pekerjaannya.  Untuk mencapai tingkat optimal cara kerja diperlukan kerjasama melalui kelompok tertentu, mereka diberi pelatihan dan peralatan tehnik untuk pemecahan masalah, sehingga mampu mencegah kesalahan yang mungkin terjadi.

6. Mutu dapat diraih melalui cara perbaikan yang berkelanjutan.

Orientasi pada program memiliki arti penting terhadap budaya pelayanan publik dan hal ini merupakan pondasi dasarnya.  Oleh karenanya hal-hal yang menjadi prioritas untuk penerapan budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan (Supriyadi,2001) adalah:

A. Komitmen Pimpinan Puncak

Kegagalan pelayanan sebagaian besar disebabkan tidak komitnya pimpinan.  Karenanya langkah-langkah dari pimpinan puncak adalah : (a) memberi fokus yang sama, dalam visi dan strategi yang jelas dalam setiap level; (b) melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan melalui suatu pemodelan; (c) merubah budaya dengan terus menerus memberikan kepemimpinan yang jelas dan komitmen; (d) Tanggungjawab pada setiap situasi ada pada pimpinan

B. Komunikasi

Komunikasi amat berperan dalam membuka benteng-benteng birokrasi yang selama ini membuat SDM terkotak-kotak, sehingga penyebaran informasi tidak mencapai sasaran dan menimbulkan kesulitan dalam partisipasi pengambilan keputusan.  Melalui komunikasi terbuka, jalan menuju koordinasi dalam manajemen menjadi lebih mudah

C. Motivasi

Ini merupakan komponen penting keberhasilan proses kerja.  Motivasi kerja tinggi akan memunculkan nilai kompetisi yang tinggi sebagaimana tampak gambar dibawah ini:

Gambar  4:  Hubungan Motivasi dan Budaya Kerja
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D. Lingkungan Kerja

Lingkungan kondusif memberi peluang bagi nilai-nilai budaya untuk teraktualisasikan dalam kerja pelayanan.  Hal ini meluputi beberapa hal sebagai berikut :

· Tantangan, keterlibatan dan kesungguhan

· Kebebasan mengambil keputusan

· Waktu yang tersedia untuk memikirkan ide-ide baru

· Tinggi rendahnya tingkat konflik

· Keterlibatan dalam tukar pendapat

· Kesempatan humor, bercanda dan bersantai

· Tingkat saling kepercayaan dan keterbukaan

· Keberanian menanggung resiko.

E. Kerjasama Melalui Kelompok

Kerjasama merupakan nilai-nilai penting, khususnya adalam manajemen partisipatif dimana memungkinkan ada peran dalam setiap pengambilan keputusan manajemen.  Partisipasi berpengaruh terhadap kualitas kerja, penerimaan perubahan, tingkat moral, kesetiaan dan produktivitas.  Kerjasama dapat tercapai bilamana tingkat kepercayaan masing-masing individu dalam kelompok dapat ditumbuhkan

F. Disiplin

Disiplin yang kuat akan berdampak pada organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang direncanakan.  Disiplin dimulai dari diri pribadi berupa jujur pada diri sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi organisasi.  Kaitan dengan hal ini adalah penempatan karyawan sesuai bakat dan ketrampilan yang dimiliki.

Selain itu, untuk mengoptimalkan, membentuk budaya pelayanan publik yang berorientasi pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai cara (Rahman, 1998), yaitu:

a. Statemen tugas yang memberi batasan tujuan organisasi yang berperan membantu menciptakan pemahaman terhadap tujuan organisasi.

b. Dasar-dasar rumusan kepemimpinan, bisa menentukan gaya kepemimpinan, peran dan hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan

c. Struktur formal organisasi, bisa menentukan jumlah susunan hirarkis, sehingga dalam prosedur kerjanya mempengaruhi lingkup otoritas individual dan dalam pembuatan keputusan.

d. Sistem ganjaran dan hukuman

e. Variasi bentuk-bentuk komunikasi

f. Menumbuhkan budaya profesionalisme dan budaya malu

g. Mengintensifkan pengawasan.

Senada dengan hal di atas, Zauhar (2001) melihat budaya semangat kerja  birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik  harus menjadi pedoman pelayanan.  Dengan itu, sins of services, kesalahan dalam  pelayanan seperti apatis (apathy), menolak berurusan (brush off), dingin (coldness), memandang rendah (condesclusion), bekerja secara mekanis (robotisme), ketat kepada prosedur (role book) dan pingpong (round a round) tidak akan terjadi dalam layanan publik.


PROFESIONALISASI PELAYANAN PUBLIK

A. Mengembangkan Responsibilitas dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak yang  merasa prihatin akan rendahnya akuntabilitas dan responsibilitas pengelolan pelayanan publik dalam hal ini adalah aparat pemerintah.  Hal ini terutama disebabkan karena makin maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, kronisme dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah kita yang seolah-olah tak terjamah oleh lembaga dan aturan hukum yang berlaku.  Selain itu lembaga-lembaga yang diserahi tugas mengaudit kinerja departemen atau unit-unit organisasi pemerintah sepertinya telah terkena bureaucretic inertia yang parah sehingga tidak pernah bisa melakukan  penilaian dan evaluasi terhadap kinerja departemen dan unit-unit pemerintah tersebut.  Pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh  aparat pemerintah yang tidak terkirakan jumlahnya telah banyak diketahui oleh masyarakat dan bahkan telah menjadi stigma dalam birokrasi publik yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat.

Berbagai macam kebijakan seperti Gerakan Disiplin Nasional, Pengawasan Melekat, Pemerintahan yang bersih dan sebagainya sangat sulit diimplementasikan dan telah berubah menjadi ‘lip service’ dan bahkan retorika aparat pemerintah untuk sekedar sebagai alat penenang kegalauan  hati rakyat atas tindak tanduk aparat yang telah merugikan negara dan masyarakat.  Dan hebatnya, rakyat tidak pernah merasa telah memperoleh pertanggungjawaban yang semestinya dari aparat yang telah menerima kekuasaan dari mereka.  Peristiwa kerusuhan Bulan Mei 1998 yang sangat memilukan rakyat itupun sampai sekarang masih belum pernah merasa memiliki pemerintahan yang bertanggungjawab  (responsible government).

Penyebab utama  timbulnya bureaupathology tersebut diatas adalah karena rendahnya profesionalisme aparat pelayanan (pemerintah), kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengepakan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik dikalangan elit penguasa dan belum adanya code of conduct yang kuat yang diberlakukan bagi aparat disemua lini dengan disertai sangsi yang tegas dan adil.  Untuk itulah perlu disusun agenda kebijakan pengembangan akuntabilitas dan responsibilitas publik bagi birokrasi publik kita.

Akuntabiltas dan responsibilitas publik pada hakekatnya merupakan standart profesional yang harus dicapai atau dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Akuntabiltas dan responsibilitas publik juga dapat dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya.

Jabbra dan Dwivedi (1989) dalam Islamy (2001) mengutip arti dan fungsi akuntabilitas  dari sebuah laporan Royal Commision of Financial Managemen and Accountabibilty, Canada sebagai berikut :’Accountability is fundamental  prerequisite for prevening the abuse of delegated power and for broadly accepted national goals with the greatest posible degree of efficiency, effectiveness, probity and prudence’. 

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses  penyelenggaraan pemerintahan.  Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan  tindakan dan pekerjaannya, pertama kepada publik dan kedua organisasi tempat kerjanya.  Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya.  Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Akuntabilitas seringkali dinyatakan  sebagai bentuk operasional dari responsibilitas, dan oleh karenanya mereka punya kaitan.  Setiap aparat harus bertanggungjawab (responsible) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif, yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya.  Aparat birokrasi diharapkan dapat bekerja dengan jujur, penuh semangat dan dapat melaksanakan tugasnya atas dasar keahlian dan sesuai dengan standart  profesionalnya.

Etzioni dalam Islamy (2001),menyatakan perlunya melihat administrative accountability sebagai sarana untuk menarik perhatian kita terhadap ‘real politics of administrative life’ dan ia menekankan perlunya dua macam pendekatan terhadap akuntabilitas, yaitu: 

Pertama, pendekatan moral yang melihat akuntabilitas sebagai seruan dan pendidikan bagi orang-orang  agar memiliki kesadaran akan tanggungjawab moralnya.

Kedua, pendekatan hukum yang lebih memfokuskan pada mekanisme check and balances dan persyaratan-persyaratan pelaporan formal baik didalam maupun diluar organisasi administrasi.  

Jabbra dan Dwivedi (1989) dalam Islamy (2001) melihat ‘public service accountability involves the methods by which a public agency or a public official fulfills its duties and obligations, and the process by which that agency or the  public official is required to account for such actions’.   Sedangkan Spenser (1988) dalam Islamy (2001) melihat responsibilitas ‘. . .would thefore involve a set of stated or implilcit goals, standars or expectations to which the individual addresses his sensitivity, behavior skill and time’.  Dengan akuntabilitas dan responsibilitas publik, setiap aparat pemerintah diminta untuk dapat  mempertanggungjawabkan  hak dan kewajibannya, tindakan-tindakan, keahlian  dan bahkan waktu yang dipergunakan  didepan publiknya.   Ini adalah tugas berat tetapi harus dapat diemban oleh setiap aparat pemerintah.  Good governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang oleh Denhardt (1991) dalam Islamy (2001) sebagai objective and subjective responsibility. 

Responsibility objektif  bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three Es (Economy, Efficiency and effectiveness) dari organisasi dapat tercapai. Dan responsibilitas subjektif yang bersumber pada sifat subjektif individu aparat (internal controls) lebih mengedepankan  nilai-nilai etis dan kemanusiaan  yang terangkum dalam EEF (Equity, Equality dan Fairness) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas administratif lainnya.

Sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan  pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sebagai sarana untuk menekan seminimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.  Dan untuk itu setiap aparat harus memahami dan mampu mengembangkan 5 macam akuntabilitas (Jabbra dan Dwivedi ,1989) dalam Islamy (2001), yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif/Organisasional

Untuk itu diperlukan adanya hubungan hirarki yang tegas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit dibawahnya.  Hubungan hirarki ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas, baik dalam bentuk aturan-aturan organisasi yang telah disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk jaringan hubungan informal.  Prioritas pertanggungjawaban  lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas diikuti  terus kebawah dan pengawasan dilakukan secara efektif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan.  Pelanggaran terhadap perintah akan diberikan peringatan mulai dari yang paling ringan sampai pemecatan.

2. Akuntabilitas Legal

Ini adalah bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan administratif dari aparat pemerintah  di badan legislatif atau didepan mahkamah.  Dalam hal pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum ataupun ketidakmampuannya memenuhi keinginan badan legislatif maka pertanggungjawaban aparat atas tindakan-tindakan yang dapat dilakukan didepan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang (judicial review).

3. Akuntabilitas Politik

Para administrator yang terikat dengan kewajiban menjalankan tugas-tugasnya harus mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan dan pelaksanaan perintah-perintahnya.  Para pejabat politik itu juga harus menerima tanggungjawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

4. Akuntabilitas Profesional

Sehubungan dengan semakin meluasnya profesionalisme di organisasi publik, para aparat profesional (seperti dokter, insinyur, pengacara, ekonom, akuntan, pekerja sosial dan sebagainya) mengharapkan  tugas-tugasnya dalam menetapkan kepentingan publik.  Dan kalaupun mereka tidak dapat menjalankan tugasnya, mereka mengharapkan masukan untuk perbaikan.  Mereka harys dapat menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik, dan dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya maka mereka harus lebih mengutamakan akuntabilitasnya kepada publik.

5. Akuntabilitas Moral

Telah banyak diterima bahwa pemerintah selayaknya bertanggungjawab secara moral atas tindakan-tindakannya.  Landasan bagi setiap tindakan pegawai pemerintah seharusnya diletakkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan prilaku sosial yang telah mapan.   Oleh karena itu, wajar saja kalau publik menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai pemerintah itu berlandaskan nilai-nilai moral yang telah diterima tadi.  Untuk menghindari prilaku koruptif, masyarakat menuntut para aparat pemerintah itu mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka.

Akuntabilitas dan responsibilitas publik sebagai instrumen pengendalian tindakan aparat pemerintah agar dapat berfungsi dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Jabbra dan Dwivedi,1989 dalam Islamy ,2001),yaitu:

(a) Aparat publik mengalami dan menerima tanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan berhasil.

(b) Aparat publik diberi kewenangan  yang sama besarnya dengan tanggungjawabnya.

(c) Kegiatan evaluasi kinerja aparat yang efektif dan dapat diterima akan dimanfaatkan  dan hasil-hasilnya dikomunikasikan baik pada pimpinan maupun individu-individu tertentu.

(d) Tindakan-tindakan akurat,adil dan tepat waktu akan diambil sehubungan dengan adanya hasil-hasil yang diperoleh dan cara-cara dengan mana tujuan itu dicapai.

(e) Diperlukan komitmen dari pimpinan politik dan para mentri tidak hanya dengan menghormati mekanisme dan prosedur akuntabilitas tetapi lebih khusus untuk menghindari penggunaan kewenangannya untuk mempengaruhi peran dan fungsi administrasi yang normal.

Selain kelima hal diatas, adapula beberapa faktor yang perlu dicermati yang sering berperan sebagai faktor penghambat pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas publik di kebanyakan negara-negara berkembang, yaitu:

· Struktur administrasi yang memusat

· Sistem administrasi yang ketinggalan zaman

· Pembengkakan birokrasi

· Kompleksitas dan kekakuan peraturan

· Struktur gaji dan perpindahan pegawai

· Kurangnya pelatihan dan pendidikan pegawai

B.  Netralitas dalam Pelayanan Publik

Masalah netralitas aparat pemerintah telah lama menjadi perdebatan yang ramai.  Hal ini disebabkan karena posisi aparat yang mendua seringkali bersifat dilematis.  Dualisme ini ditunjukkan dengan peran ganda aparat pemerintah dimana di satu sisi ia berperan  sebagai warga negara biasa.  Sebagai pegawai pemerintah ia harus bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tanpa memihak (bersikap netral).  Dan sebagai warga negara biasa di masyarakat yang demokratis ia berpartisipasi dalam proses politik.

Posisi dilematis aparat pemerintah tersebut seringkali merugikan aparat itu sendiri, negara dan masyarakat.  Keterlibatan pegawai pemerintah dalam kegiatan-kegiatan politik dapat berakibat timbulnya bias administratif dimana mereka akan ‘mengabaikan’ kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat luas tanpa memihak dan cenderung hanya memberi pelayanan kepada segolongan masyarakat tertentu yang menjadi anggota salah satu partai politik dimana ia juga berada didalamnya.  Namun melarang pegawai pemerintah terlibat dalam proses politik sama  halnya dengan mancabut hak-hak sipil mereka sebagai warga negara.  Bagaiamanakah sebaiknya menyeimbangkan kedua peran pegawai pemerintahan tersebut?.

Konsep netralitas politik (political neutrality) bagi aparat pemerintah di negara-negara  Barat secara tradisional sebenarnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan efektif konsep pemerintahan demokratis.  Tetapi kemudian pengimplementasian mengalami mengalami pasang surut dan kontra produktif sampai sekarang.  Konsep netralitas politik ini pada awalnya berkembang akibat adanya paradigma Dikotomi politik-administrasi.  Di Amerika Serikat misalnya, sejak dikeluarkan Pendleton Act di tahun 1883 telah melarang pegawai pemerintah dibawah Presiden Roosevelt ia telah melarang pegawai pemerintah sebagai pengurus partai dan aktif dalam kampanye politik (shall take no active part in political management and political campaigns) yang kemudian dipertegas lagi ketika kongres AS mengeluarkan ‘The hatch political activities act pada tahun 1939 yang setahun kemudian mengeluarkan beberapa amandemen.  Dalam Hatch Act ini dinyatakan bahwa pegawai pemerintahan boleh mendaftar untuk ikut memilih, memberikan sumbangan untuk kampanye, membantu panitia pendaftaran calon pemilih dan memberikan pendapat tentang kandidat pemimpin politik serta isue-isue politik.  Tetapi mereka dilarang: mendukung kandidat pemimpin politik, mencari calon penyumbang dana untuk kegiatan politik partai, partisipasi dalam pendaftaran calon pemilih partainya, mendistribusikan bahan-bahan kampanye para kandidat, berperan sebagai delegasi dalam konvensi partai, membuat pidato kampanye dan menyediakan kantor pemerintah untuk kegiatan memilih pendukung partai (Denhart,1991 dalam Islamy ,2001).

Pemerintah Australia dengan Public Service Boardnya mendeskripsikan konsep netralitas aparat pemerintah sebagai berikut: a‘The principle of public service neutrality does not imply that public servants have no pilitical views or associations.  Rathers, it is government of the day inrespective of its political complexion.  This implies that public servants should make clear the various policy options and advise impartially on how they migh be related to the apparent; and that within the law they ahould implement the governments and the minister’s policy concerns as best they can, even in bsence of clear guildenes in a particular area, and irrespective of any personal views they may hold’ (McCallum,1984).   

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai pemerintah Australia diminta untuk memberikan kesetiaan penuh kepada pemerintahan yang ada sekarang tanpa memandang corak politiknya dan kesetiaan itu direfleksikan  dalam pemberian pelayanan yang objektif dan tidak memihak.  Netralitas aparat pemerintah juga merupakan prilaku profesional aparat yang ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang terampil dalam memberikan pelayanan dengan penuh kesetiaan kepada pemerintah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak loyal seperti membocorkan rahasia negara.

Bagaimana dengan Indonesia?.  Kita telah mengalami penyimpangan terhadap konsep netralitas aparat pemerintah yaitu dari pemberian pelayanan yang tidak memihak menjadi memihak.  Pada rezim orde baru yang lalu semua pegawai pemerintah dipaksa untuk hanya memiliki kesetiaan tunggal (mono loyalitas) yaitu kepada pemerintahan saja.  Mereka semua digiring untuk taat, setia dan membela satu kekuatan politik saja, yaitu GOLKAR sebagai partainya pemerintah.   Sangat kecil peluang pegawai negeri untuk mempunyai pilihan selain partai pemerintah karena akan berimplikasi pada kepegawaian yang bisa mempersulit mereka.  Asas mono-loyalitas dibidang politik ini harus dibuang jauh.  Orde reformasi pembangunandan rezim-rezim berikutnya tidak perlu menerapkan asas itu lagi.  Menerapkan lagi berarti melawan arus reformasi dan berarti juga tidak belajar dari sisi-sisi negatif dari proses pembangunan politik rakyat.  Dan kalaupun kita ingin menerapkan asas tersebut maka agenda kebijakan harus diubah, yaitu dari mono loyalitas kepada partai menuju ke kesetiaan tunggal kepada tujuan negara dan kepentingan rakyat seluruhnya.

C.  Upaya Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan  untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan birokrasi pada garis depan sebagai berikut:

1.   Mereposisi visi dan misi birokrasi publik

Apa yang seyogyanya menjadi visi birokrasi publik kita sekarang ini?.  Hal ini tentunya perlu digeser dari sekedar bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (rule governance paradigm) menuju ke pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas (goal governance paradigm).  Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik perlu mensinergikan aspek proses, produk dan mutu pelayanan.  Oleh karena itu, wawasan pelayanan (visi pelayanan) perlu diterjemahkan kedalam jabaran-jabaran operasional (misi pelayanan) yang lebih kongkrit yang mengacu pada kedua paradigma tersebut di atas.  Dengan demikian para birokrat publik (khususnya birokrasi garis depan) yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekarang ini  tidak cukup hanya bekerja atas dasar aturan-aturan yang ada atau atas perintah atasan saja, tetapi mereka didesak ataupun didorong untuk mau merespon secara kratif dan inovatif apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilayaninya.  Untuk itu pimpinan /elit birokrasi publik perlu memberikan dukungan dan peluang yang cukup kepada anggota birokrasinya untuk mengembangkan visi ini kedalam misi birokrasi pelayanannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak rakyat.  Dan rakyat perlu diberdayakan agar mereka mampu memberikan masukan-masukan yang diperlukan serta ikut mengawasi dan mengendalikan kinerja birokrasi pelayanan tersebut.

2.  Mengembangkan pola prilaku pelayanan yang baik 

Untuk bisa menjadi ‘pelayan yang baik’ maka setiap anggota birokrasi publik perlu memperhatikan hal-hal  sebagai berikut:

(a) Setiap anggota birokrasi publik bekerja dalam suatu situasi dan kondisi kerja yang penuh dengan batasan-batasan peraturan perundangan, perintah atasan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat dan mengatur sikap dan prilakunya sebagai pegawai pemerintah.  Tunduk pada aturan dan perintah atasan bagi anggota birokrasi publik adalah sebagai suatu keharusan atau kelaziman, tetapi hendaknya mereka mampu memilah-milah hal tersebut.

(b) Pelayanan yang diberikan oleh setiap anggota birokrasi publik kepada masyarakat sudah sepatutnya dilaksanakan secara terbuka, berdedikasi, bertanggungjawab, adil, jujur, sama dan tidak memihak.

(c) Budaya birokrasi yang telah lama  bercokol seperti budaya kerja berbelit-belit, suka menunggu, formal, ritual, mediokritis dan mekanistis yang sering mengakibatkan timbulnya ‘ekonomi biaya tinggi’ harus dirubah menjadi budaya birokrasi rasional kratif, organis adaptif dan meritokritis.

3.  Mengembangkan Manajemen Mutu Terpadu.

Upaya untuk meningkatkan  profesionalisme pelayanan publik perlu juga mendasarkan diri pada prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu agar proses, produk dan mutu pelayanan yang diberikan birokrasi publik juga meningkat, yang meliputi:

(a)  Adanya kepemimpinan dan dukungan yang tinggi dari pimpinan puncak  organisasi

Pimpinan puncak organisasi melibatkan diri secara langsung dan aktif dalam setiap kegiatan, menampakkan diri sebagai pimpinan yang visible, mempribadi dan mampu mengkomunikasikan visi, tujuan dan nilai organisasi pada semua anggota organisasi, serta membentuk lingkungan dan budaya organisasi yang mampu mendorong timbulnya perubahan inovasi, pengambilan resiko, kebanggaan kerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus menerus.  Pimpinan puncak memberi contoh perlunya komunikasi terbuka dan saling berbagi informasi sebagai norma organisasi, menyediakan berbagai sumber yang diperlukan, menyediakan waktu dan pelatihan yang cukup dan diperlukan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas, menghilangkan berbagai rintangan yang menghambat usaha  perbaikan, membangun kepercayaan, mendorong kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan yang prima.

(b) Perlunya perencanaan strategis

Usaha perbaikan organisasi dapat dilakukan lewat perencanaan strategis.  Tujuan jangka panjang dan jangka pendek bagi peningkatan mutu organisasi dibangun keseluruh jaringan dan unit organisasi dan diintegrasikan kedalam perencanaan strategis termasuk tujuan, kebutuhan dan keinginan masyarakat.  Berbagai sumber dialokasikan untuk perbaikan mutu organisasi.  Rencana direvisi secara periodik sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi dan peningkatan kecakapan pegawai untuk mengakomodasikan dinamika perubahan tersebut tadi.

(c) Memusatkan perhatian pada masyarakat

Pimpinan selalu aktif mencari cara-cara untuk selalu meningkatkan kepekaan para pegawainya atas kebutuhan dan keinginan masyarakat.  Mereka perlu memahami bahwa tugas utamanya adalah memberikan kepuasan yang setinggi-tingginya kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.  Komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara terbuka, dua jalur dan terus-menerus untuk menjamin agar semua kebutuhan tersebut tadi terpenuhi dan segala permasalahan yang menyertainya dapat dimengerti.  Persepsi masyarakat tentang kinerja organisasi terus menerus diukur, dievaluasi dan disampaikan kepada pimpinan dan semua pegawai.  Umpan balik yang ada selalu dipakai untuk memperbaiki proses, produk dan mutu pelayanan serta untuk memberikan input bagi penyusunan rencana strategis.

(d) Komitmen yang tinggi pada pentingnya pelatihan pegawai dan penghargaan

Pimpinan dan pegawai terus-menerus menerima pelatihan agar mereka selalu siap dan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan pekerjaan serta siap menerima tanggungjawab yang lebih besar.  Salah satu unsur kunci pentingnya pelatihan bagi pimpinan dan pegawai adalah kesadaran akan kualitas dan kemampuan akan penggunaan alat-alat teknologi dan tehnik untuk mendukung perbaikan mutu.  Rencana pelatihan secara keseluruhan diintegrasikan dalam perencanaan strategis.  Pegawai dimotivasi untuk mencapai mutu kerja tertinggi lewat saling menghargai dan saling menghormati.  Penghargaan, hadiah dan pengakuan diberikan secara luas dan bersifat inovatif serta mencakup semua jenjang organisasi dan dipusatkan pada peningkatan mutu produktivitas yang dicapai oleh kelompok.

(e) Pemberdayaan pegawai dan pentingnya kerja kelompok

Pimpinan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk mendukung keterlibatan, kontribusi dan kerjasama diantara pegawai.  Kerja kelompok adalah sarana bagi timbulnya kerjasama dan komunikasi diantara pimpinan, pengawas, serikat kerja dan pegawai dalam menyampaikan masalah yang menyangkut perbaikan mutu.  Semua pegawai yang berkesempatan sama untuk berpartisipasi dan terlibat penuh dalam pengembangan dan implementasi rencana perbaikan mutu serta berperan sebagai penggagas ide perbaikan mutu, pengukuran kinerja unit, penilaian proses dan pembuat keputusan berbagai aspek pekerjaan beserta lingkungan kerjanya.  Dengan cara seperti ini, pegawai akan mempunyai perasaan yang kuat akan keberadaan dan kebersamaannya dalam proses kerja karena kekuasaan, ganjaran, informasi dan pengetahuan disebarluaskan sampai jauh kejenjang organisasi yang paling bawah untuk memberikan kesempatan pada setiap pegawai agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara sempurna (bermutu).  Setiap pegawai dengan demikian akan merasa sebagai ‘the owner of quality improvement’ dan menunjukkan kebanggaan diri karena terlibat dalam peningkatan mutu pekerjaan.

(f) Pengukuran dan analisis proses dan produk/hasil

Semua informasi yang diperlukan untuk mendukung peningkatan mutu secara terpadu baik pada proses, produk maupun mutu pelayanan disediakan secara lengkap, tepat waktu, akurat, berguna dan dikomunikasikan dengan gamblang bagi masyarakat yang membutuhkannya.  Ukuran ketidakpuasan dan kepuasan masyarakat dimanfaatkan secara luas dan seksama untuk mengidentifikasikan masalah-masalah, penyebab timbulnya masalah dan usaha-usaha pemecahannya sehingga hasilnya maksimal dan memuaskan.  Penilaian dan analisis dilakukan pada proses yang ada disemua unit organisasi secara adil dan merata, karena ini merupakan sarana untuk mendukung peningkatan mutu secara terus menerus.

(g) Adanya jaminan proses, produk dan pelayanan yang bermutu

Semua aktivitas yang terkait proses, produk dan pelayanan selalu didesain, diuji, diawasi, dioptimalkan dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.  Penilaian yang komprehensif terhadap sistem jaminan mutu dilakukan pada waktu yang tepat dan selalu diperbaiki sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek teknologi, penerapannya dan penyempurnaan mutunya.  Diperlukan adanya metode baku untuk menguji persyaratan mutu organisasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan mendistribusikan pelayanan.  Proses, produk dan pelayanan yang diberikan organisasi selalu diperbandingkan dengan proses, produk dan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta, publik lainnya.

Ketujuh prinsip tersebut di atas, perlu dikembangkan, disesuaikan dan diaplikasikan pada birokrasi publik masing-masing sehingga dengan kekuatan yang ada, prinsip-prinsip tersebut dapat secara optimal berguna bagi usaha peningkatan mutu proses, produk dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


PEMBERDAYAAN PELANGGAN (KLIEN) 

DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. Pemberdayaan Pelanggan: Feedback Bagi Kualitas Pelayanan

Konsep pemberdayaan (empowering) terhadap para pengguna pelayanan publik dewasa ini tampil dalam kecenderungan-kecenderungan yang mengarah pada apa yang lebih dikenal dengan sebutan gerakan konsumerisme (mengedepankan kebutuhan konsumen), orientasi kearah pelayanan publik dan kegandrungan pada kualitas (Wahab,1998).  Bentuk-bentuk konsumerisme itu sendiri menurut Pollit (1988) dalam Wahab (1999) bervariasi, mulai dari apa yang disebut pendekatan kosmetik simpatik yang dilakukan dengan cara menyediakan informasi kepada para konsumen atau menyediakan kotak saran hingga partisipasi langsung mereka dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut konteks dan konten pelayanan tersebut.  Pada yang disebut terakhir itu, tersirat makna  ‘berbagi kekuasaan’ atau sharing of power.    Ada sebuah komitmen politik dan komitmen profesional yang kini tengah berkembang dalam studi kebijakan publik yang keduanya mencoba meredifinisikan  konsep penerima pelayanan publik (recipients of public service) sebagai pelanggan atau konsumen itu.

Penggunaan nomenklatur pelanggan atau konsumen dalam konteks pelayanan publik mengandung makna  yang semula berkiblat pada kepentingan birokrasi (bureaucratic oriented) atau berorientasi pada produsen (producer oriented) telah mengalami perubahan mendasar menjadi berorientasi pada konsumen  (consumer-driven approach).

Pollit (1988) dalam Wahab (1999), sekali lagi menegaskan bahwa tujuan utamanya  bukanlah sekedar  untuk menyenangkan  hati para penerima pelayanan publik, melainkan untuk memberdayakan mereka.  Orientasi kearah pelayanan publik yang lebih baik (better public service delivery) yang kini banyak ditampilkan  dalam berbagai literatur mutakhir juga mencerminkan penegasan  akan arti penting posisi dan perspektif para pengguna dalam pelayanan publik tersebut.  Disini, publik tidak saja dipandang sebagai pengguna jasa pelayanan tetapi juga sebagai warganegara yang aktif (active citizen).  Penegasan akan arti penting dari perspektif yang demikian  itu membawa konsekuensi tertentu yang mendasar, yakni berupa kewajiban ganda pada diri setiap pejabat publik (pada semua level) atau pada pihak pemberi pelayanan publik dibidang apapun.

Kewajiban ganda yang diemban oleh pejabat publik itu dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.  Sebagai warganegara yang aktif, menurut Clarke dan Steward (1987) dalam Wahab (1999), para pengguna jasa pelayanan publik sesungguhnya memiliki sejumlah hak:  hak untuk memperoleh pelayanan yang baik (good service), hak untuk mengetahui bagaimana keputusan-keputusan kebijakan  mengenai jenis pelayanan tertentu dibuat dan, barangkali yang tak kalah penting, hak untuk didengar dan diperhatikan pendapat-pendapatnya.  Amat disayangkan sejumlah hak penting ini, sering hanya  ada di atas kertas.  Dengan berbagai alasan , kebanyakan di negara sedang berkembang (tak terkecuali di Indonesia) justru kerap ditelikung oleh birokrasi, bahkan dikebiri.  Ini terutama, karena setiap prosedur administrasi  dalam mata rantai birokrasi pelayanan publik sering dipersepsikan  sebagai lahan subur untuk mencari tambahan penghasilan bagi para pejabat birokrasi.  Sudah menjadi rahasia umum, untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, publik atau konsumen harus merogoh koceknya lebih dalam, mengeluarkan biaya ekstra yang tak sedikit, menyogok sang pejabat.  Dalam spektrum  yang lebih luas, salah satu sumber penyebab timbulnya fenomena the high cost economy (ekonomi biaya tinggi di Indonesia adalah masih bercokolnya kartel, monopoli, favoritisme, praktik standard ganda dan masih merajalelanya berbagai bentuk pungutan mulai dari yang setengah resmi hingga tak resmi yang menyertai pelayanan publik.

Memang kita telah sering mendengar kampanye yang  dilancarkan oleh pemerintah orde baru, yang kurang lebih berkaitan dengan reformasi birokrasi.  Beberapa contoh, misalnya kampanye tentang pendayagunaan aparatur  negara yang bersih dan berwibawa, pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih (clean government), perang melawan ekonomi biaya tinggi, gerakan efisiensi nasional dan yang relatif baru adalah gerakan penegakan disiplin nasional.  Namun, patut disayangkan, kesemua itu masih dalam tataran reaksi simbolis, belum implementatif dan berdampak nyata pada masyarakat.  Lemahnya institusi masyarakat sipil semisal lembaga konsumen yang bebas, dibarengi dengan lemahnya law enforcement yang bisa berperan efektif dalam melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan publik pada umumnya, makin memperburuk situasi diseputar pelayanan di Indonesia.  Tidak mengherankan, jika disana-sini kita sering mendengar, membaca surat-surat pembaca diberbagai surat kabar dan menyaksikan betapa masih rendahnya respon birokrasi terhadap kerugian-kerugian yang dikeluhkan konsumen.  Padahal, dalam penentuan kualitas suatu pelayanan publik apakah ia bagus ataukah buruk hanyalah publik yang dilayani itulah yang sesungguhnya dapat menilai.  Konsumen pula yang dapat menilai dengan tepat bagaimana kinerja pelayanan publik yang telah diberikan kepada mereka.

Dalam arti seluas-luasnya, peran penting yang dimainkan oleh para pengguna jasa pelayanan publik dalam rangka menyempurnakan kualitas pelayanan publik dapat kita sebut sebagai varian atau bentuk lain upaya pemberdayaan masyarakat (empowering society).  Sebagaimana halnya barang, jasa/pelayanan itu adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan.  Dengan kata lain, ia adalah sesuatu produk.  Pelayanan sektor publik umumnya memiliki dimensi kualitatif, lantaran lahir dari sistem politik.  Kendati dibanding sektor swasta, persoalan kualitas pelayanan di sektor publik ini diakui lebih sukar untuk merumuskan  dan mengukurnya (diantaranya karena sarat dengan nilai-nilai politik dan ideologi).  Sebenarnya, telah ada konsensus bahwa pada akhirnya  hal itu akan ditentukan oleh para pengguna jasa pelayanan itu sendiri.  Sebab satu-satunya ukuran atas kualitas pelayanan publik adalah apakah ua memberikan kepuasan tertentu pada diri konsumen. 

Makna kualitas, meminjam kata-kata Jackson dan Palmer (1992) dalam Wahab (1999), ialah persepsi konsumen terhadap ciri-ciri dan tampilan  tersebut.  Jadi, sebagai sebuah konsep, kualitas pada hakikatnya meruakan suatu nilai yang dilihat dari sudut pandang mereka yang dilayani, bukan hasil rekayasa dari mereka yang memberikan pelayanan.   Salah satu tolak ukur bagi pelayanan publik yang baik (good service) dengan demikian adalah the ability to meet the needs of each individual served  atau kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari setiap individu yang dilayani (Morgan dan Bacon,1996 dalam Wahab,1999).


KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK 

DI INDONESIA

Pelayanan Prima

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang baik (Good Governance).  Disadari kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik harus memperhatikan tuntutan  dan dinamika masyarakat yang berada dalam suasana euphoria reformasi, demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah dan penegakan HAM, termasuk antisipasi kemajuan iptek.  Karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah (publik). 

Pelayanan prima yang merupakan terjemahan dari ‘Excellent Service’, yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik.   Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan prima :

1. Pelayanan prima baru ada, apabila ada standart pelayanan.

2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan.

3. Untuk instansi yang sudah memiliki standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang sesuai dengan standarnya.

4. Untuk instansi yang belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan, tetapi harus dilanjutkan dengan menyusun standar pelayanan.

Dengan demikian, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan.

Dalam kaitannya denga hal di atas, ada beberapa  kebijakan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima, sebagai landasan kebijakan dan manajemen pelayanan publik di Indonesia, yaitu Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tertuang dalam Keputusan MENPAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;  Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan diikuti dengan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan MENPAN No. 25 Tahun 2004  Tentang Pedomana Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Keputusan MENPAN No. 26 Tahun 2004  Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEPMENPAN No. 81 Tahun 1993 dan  KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003 

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan penyelenggaran pelayanan publik (instansi pemerintah) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan.  Pemberi disini adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah dan penerima layanan adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.  

Hakekat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Kelompok Pelayanan Publik

Secara garis besar ada tiga pengelompokan  pelayanan publik yaitu :

A. Kelompok Pelayanan Administratif 

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik.  Misalnya :status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan suatu barang.  Dokumen-dokumen ini antara lain :

· KTP, Akte Pernikahan,Akte kelahiran,Akte kematian

· BPKB, SIM, STNK

· IMB

· Paspor

· Sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah dan sebagainya.

B. Kelompok Pelayanan Barang 

Pelayanan yang menghasilkan  berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Contohnya adalah :

· Jaringan telpon

· Penyediaan tenaga listrik

· Penyediaan air bersih

C. Kelompok Pelayanan Jasa

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya :

· Pendidikan

· Pemeliharaan kesehatan

· Penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya

Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip-prinsip pelayanan  sebagaimana termaktub dalam Keputusan MENPAN No. 81 Tahun 1993  sebagai berikut:

a). Kesederhanaan 

Prosedur/tatacara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara:

· Mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, 

· Mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b). Kejelasan dan Kepastian 

Adanya kejelasan dan kepastian dalam hal :

· Prosedur/tatacara pelayanan 

· Persyaratan pelayanan baik tehnis maupun administratif

· Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan

· Rincian biaya/tarif pelayanan dan tatacara pembayarannya

· Jadwal waktu penyelesaian pelayanan

c). Keterbukaan

Prosedur/tatacara pelayanan, persyaratan pelayanan baik tehnis maupun administratif, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan,rincian biaya/tarif pelayanan dan tatacara pembayarannya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta atau tidak diminta.

d). Efisiensi

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan  keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

e). Ekonomis

Pengenaan biaya/tarif pelayanan harus ditetapkan  secara wajar dengan memperhatikan :

· Nilai  barang/jasa pelayanan

· Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar

· Ketetuan perundangan yang berlaku 

f). Keadilan dan Pemerataan

Jangkauan pelayanan seluas mungkin  dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat

g). Ketepatan Waktu

Pelaksanaan pelayanan diselesaikan tepat waktu yang ditentukan

Sedangkan prinsip-prinsip pelayanan Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 adalah : 

1.   Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

2.   Kejelasan

· Persyaratan tehnis dan  administratif pelayanan publik

· Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik

· Rincian biaya/tarif pelayanan dan tatacara pembayarannya

3.   Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan

4.   Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan syah

5.   Keamanan 

Proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum

6.   Tanggungjawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan menyelesaikan keluhan/persoalan  dalam pelaksanaan pelayanan publik

7.   Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana teknologi komunikasi dan informatika

8.   Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat  dan dapat memanfaatkan sarana teknologi komunikasi dan informatika

9.   Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

10. Kenyamanan 

Lingkungan harus tertib, teratur, diseduakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, lingkungan yang indah dan sehat dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Asas-Asas Pelaksanaan Pelayanan Publik


  Asas-asas pelaksanaan  pelayanan publik adalah :

A. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses olehs semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 

B. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

C. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas

D. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.

E. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif  dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi

F. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Standart-Standart Pelayanan Publik

Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.  Standar ini wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.    Standart pelayanan sekurang-kurangnya harus meliputi :

1. Prosedur Pelayanan  : Dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

2. Waktu Penyelesaian : Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan

3. Biaya Pelayanan : Biaya termasuk rincian yang ditetapkan

4. Produk Pelayanan : Hasil yang diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

5. Sarana dan Prasarana : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan : Kompetensi ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.

Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Fungsional : Pola pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan

2. Terpusat : Pola pelayanan diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan  pelimpahan wewenang

3. Terpadu : 

· Terpadu Satu Atap

Diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan  proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

· Terpadu Satu Pintu

Diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

4.  Gugus Tugas : Petugas pelayanan secara perorangan/gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi layanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

Biaya Pelayanan Publik

Penetapan besaran  biaya pelayanan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat

(b) Nilai/harga yang berlaku atas barang dan jasa

(c) Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian

(d) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan berlaku

Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa

1. Pengaduan

Laporan pengaduan akan ketidakpuasan pelayanan dilakukan dengan menyediakan loket/kotak pengaduan.  Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Prioritas penyelesaian pengaduan

b. Penentuan pejabat yang menyelesaiakn pengaduan

c. Prosedur penyelesaian pengaduan

d. Rekomendasi penyelesaian pengaduan

e. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan

f. Pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan

g. Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan kepada yang mengadu

h. Dokumentasi penyelesaian pengaduan

2. Sengketa

Jika pengaduan tidak dapat diselasaikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum

KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004  

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan  unit pelayanan instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan bagi masyarakat hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja pelayanan publik suatu unit pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM merupakan data yang diperoleh tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

IKM ini menunjukkan akan hasil kepuasan pelayanan yang merupakan pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja dari unit  pelayanan publik melalui 14 unsur yang valid dan reliabel.

Sasaran dan Manfaat

Sasaran dari penyusunan Indeks kepuasan masyarakat ini adalah:

(a) Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat

(b) Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelaksanaan lebih berkualitas.

(c) Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan   manfaat dari penyusunan Indeks kepuasan masyarakat ini adalah:

(a) Diketahui kelemahandan kekurangan masing-masing unsur dalam layanan publik

(b) Diketahui kinerja secara periodik

(c) Landasan penetapan kebijakan yang perlu diambil

(d) Diketahui IKM  secara menyeluruh (lingkup pusat dan daerah)

(e) Memacu persaingan positif lingkup pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan

(f) Gambaran bagi masyarakat tentang kinerja unit pelayanan

(g) Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Ada 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran  IKM  sebagai  berikut:

(1). Prosedur pelayanan 

Kemudahan tahapan pelayanan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 

(2). Persyaratan pelayanan 

Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan

(3). Kejelasan petugas pelayanan ;

Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawab)

(4). Kedisiplinan petugas pelayanan 

Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai yang ditetapkan

(5). Tanggungjawab petugas pelayanan
Kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan

(6). Kemampuan petugas pelayanan
Tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat

(7). Kecepatan pelayanan
Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan

(8). Keadilan mendapatkan pelayanan
Pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakangolongan/status masyarakat yang dilayani

(9). Kesopanan dan keramahan petugas
Sikap dan prilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati

(10). Kewajaran biaya pelayanan; 

Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan unit  pelayanan

(11). Kepastian biaya pelayanan; 

  Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan

(12). Kepastian jadwal pelayanan; 

Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

(13). Kenyamanan lingkungan; 

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, teratur sehingga dapat memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan

(14). Keamanan pelayanan; 

Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan atau sarana yang digunakan, sehingga masyarakat menjadi tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

KEPMENPAN No. 26 Tahun 2004  

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan birokrasi publik dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih sangat buruk.  Faktanya, masih banyak pengaduan atau keluhan dari masyarakat baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan KKN.

Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas, karenanya ahai ini dipandang perlu karena kualitas kerja berimplikasi luas pada kesejahteraan publik.  Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar dan lokasi pelayanan.  Transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik yang neliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian dan laporan hasil kinerjanya.

Transparansi Pelayanan Publik

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.  Transparansi yang dimaksud dalam penyelenggaraan pelayanan publik, utamanya meliputi:

1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan ini dapat diinformasikan dan diakses masyarakat.

2. Prosedur Pelayanan: sederhana, mudah dipahami dan diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang  dalam ruangan pelayanan yang berfungsi sebagai (a) petunjuk bagi pemberi pelayanan; (b) informasi penerima pelayanan; (c) media publikasi terbuka; (d) pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif; (e) kontrol masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan kerja

3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan:  dilakukan pengkajian persyaratan agar sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, menghilangakn persyaratan duplikasi, penginformasian secara jelas dan diletakkan dekat loket pembayaran.

4. Rincian biaya pelayanan: kepastian dan rincian pembayaran diinformasikan secara jelas dan diletakkan di loket pembayaran serta pengurangan semaksimal mungkin pertemuan personal antara pelayan dan pelanggan melalui unit yang bertugas mengelola keuangan yang ditunjuk unit pelayanan.

5. Waktu penyelesaian pelayanan : Pemberian pelayanan berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan (asas First in First Out/FIFO) dan kepastian waktu diinformasikan secara jelas.

6. Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab : Mewajibkan petugas pelayanan memakai tanda pengenal/papan nama dan bekerja berdasarkan landasan aturan formal. Dan mampu menunjukkan citra positif terhadap penerima pelayanan

7. Lokasi pelayanan : tetap tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana telekomunikasi dan informatika.  Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau Pos-Pos Pelayanan di Kantor Kelurahan/Desa/Kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.

8. Janji pelayanan : Berisi tentang standarkualitas pelayanan, motto pelayanan dan diinformasikan tertulis ke pelanggan

9. Standar pelayanan publik : Membuat standar pelayanan dan dipublikasikan ke masyarakat.

10. Informasi pelayanan : Mempublikasikan prinsip-prinsip layanan melalui media cetak, media elektronik, media gambar atau penyuluhan langsung ke masyarakat.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.  Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi :

1.  Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

· Dilihat berdasarkan  proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan dan disiplin

· Akuntabilitas sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan

· Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik ataupun atasan.  Jika terjadi penyimpangan pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.

· Penyimpangan terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.

· Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian, atau bila pengaduan tidak mendapat tanggapan sesuai waktu yang ditentukan.

2.  Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

· Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan ditetapkan

· Pengaduan masyarakat terkait penyimpangan biaya pelayanan ditangani petugas yang berwenang

3.  Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

· Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan

· Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai ketentuan

· Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.


KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

 AMERIKA

A. Pemerintahan Berjiwa Wirausaha

Mewirausahakan birokrasi di Amerika merupakan bentuk  pembaharuan birokrasi yang merupakan sumbangan pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya yang berjudul: Reinventing Government: how the entrepreuneral spirit is transforming the public sector.  Berdasarkan pemikiran mereka, Amerika perlu membuat suatu pembaharuan (perestroika) terutama di sektor birokrasi.  Menurut pandangan masyarakatnya, beberapa kondisi pemerintahan di Amerika perlu ditata ulang.  Hal ini nampaknya merupakan pemikiran yang amat berani, karena selama ini banyak yang memandang bahwa pemerintahan merupakan sesuatu yang konstant, sesuatu yang tidak berubah. Sebagai contoh adalah selama ini pemerintah memegang monopoli produksi senjata, dengan alasan cukup riskan bagi pihak swasta, namun kenyataannya pada saat ini tidak seorangpun warga Amerika membiarkan pemerintahnya memproduksi senjata.

Pada dasarnya tujuan David Osborne dan Ted Gaebler adalah untuk memotret perjalanan pemerintahan dan memberikan sebuah ‘peta’ bagi mereka yang ingin melakukan perubahan.  Pada saat ini banyak pihak melakukan penataan ulang pemerintahan, dengan mulai memecahkan berbagai masalah, menyumbat difisit atau hal-hal yang melampaui wewenang birokrasi, sehingga tanpa disadari, mereka telah menemukan pula dunia baru.  Hampir tanpa mereka sadari, kini mereka telah menemukan cara yang sangat berbeda dalam menjalankan sektor pemerintahan.  

David Osborne dan Ted Gaebler memberikan suatu peta yang meliputi 10 prinsip yang sederhana dan terstruktur.  Kesepuluh prinsip ini bukanlah suatu kata akhir mengenai pemerintahan yang ditata ulang melainkan merupakan konsep dasar.  Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Customer-Driven Government (Pemerintahan Berorientasi Pelanggan)

Pemerintah selalu mendekatkan diri pada pelanggannya.  Karenanya tugas dan kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasikan ‘siapa pelanggan’. Pemerintah yang birokratis lahir untuk melayani warganya, karenanya tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan dan kepuasan kepada warganegaranya.  Selama ini pemerintah Amerika dituding buta terhadap masyarakatnya, sedangkan kebanyakan perusahaan tanggap terhadap pelanggan mereka.  Alasannya, terjadi perbedaan perlakukan antara pemerintah dan para usahawan.  Logikanya adalah sangat sederhana, yaitu sebagaian besar badan pemerintah tidak  memperoleh dananya dari masyarakat, sebaliknya sektor usaha memperoleh dana dari pelanggannya.  Karenanya logis jika para usahawan menyenangkan pelanggannya dalam rangka persaingan, sehingga mereka bisa survive di masyarakat.  Sebaliknya, badan pemerintah menerima dari legislatif, dewan kota dan pejabat yang dipilih.  Demikian pula pelanggannya bersifat captive (pelanggan paksa), karena pelanggan hanya memiliki sedikit alternatif terhadap jasa yang disediakan pemerintah. Hal ini juga diikuti dengan masih banyaknya badan publik yang menawarkan jasa ‘satu untuk semua’, tanpa memandang kebutuhan masing-masing pelanggan.

Dalam menyikapi perubahan ini pemerintahan wirausaha merubah dirinya melalui mendengarkan apa yang menjadi keinginan pelanggannya melalui beberapa metode seperti survei pelanggan, diskusi kelompok dan metode lainnya; memberikan pilihan jasa kepada pelanggannya.  Pemerintah mulai menempatkan para pelanggannya di kursi kemudi, dengan menempatkan sumberdaya secara langsung di tangan mereka dan membiarkan mereka memilih sendiri penyedia jasanya.  Dengan demikian terjadi persaingan membangun akuntabilitas kepada pelanggannya.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, dengan mendekatkan diri pada pelanggan, dengan menerapkan Total Quality Management, menempatkan pelanggan di kursi pengemudi dan mengubah perhatian pemerintahan yang berorientasi kepada lembaga publik.

2. Mision- Driven Government (Pemerintahan Berorientasi Misi)

Sebagian besar organisasi pemerintahan di Amerika digerakkan oleh peraturan dan anggaran, bukan oleh misinya. Bagi organisasi pemerintah ada berbagai peraturan kepada sebuah mata anggaran untuk setiap subkategori pengeluaran dalam tiap unit dalam departemen.  Sehingga yang menyatukan birokrasi asdalah dua kutub yang terpisah, yaitu peraturan dan anggaran.

Pemerintahan wirausaha membuang kedua kutub itu, mereka menyingkirkan peraturan lama dan menghapuskan semua mata anggaran.  Menereka menetapkan misinya, kemudian mengembangkan sistem anggaran dan peraturan yang memberi keleluasaan kepada para karyawannya untuk mencapai misi-misi itu.

Beberapa aturan memang diperlukan untuk jalannya sebuah organisasi.  Keinginan untuk mengendalikan melekat dalam setiap perangkat aturan, sistem personalia, sistem anggaran, sistem pembelian dan bahkan sistem akuntansi.  Aturan tujuannya adalah baik, dimana dapat mencegah kemungkinan terjadinya korupsi, namun dapat bersdampak besar terhadap pemborosan.

Beberapa keunggulan dapat dikemukakan dari suatu pemerintahan yang digerakkan oleh misi, yaitu antara lain :

· Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien, ketimbang yang digerakkan oleh peraturan

· Organisasi yang digerakkan oleh misi  lebih efektif  ketimbang yang digerakkan oleh peraturan

· Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih inovatif  ketimbang yang digerakkan oleh peraturan

· Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih fleksibel ketimbang yang digerakkan oleh peraturan

· Organisasi yang digerakkan oleh misi mempunyai semangat tinggi ketimbang yang digerakkan oleh peraturan

3. Anticipatory Government/Pemerintahan yang Tanggap (Pola Mencegah Daripada Mengobati)

Pemerintahan yang tradisional  dalam banyak kegiatannya lebih memusatkan perhatian pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah.  Model birokrasi semacam ini lebih mendayung, bukan mengemudikan.  Oleh karena itu pemerintahan wirausaha lebih baik mencegah ketimbang mengobati.

Beberapa penerapan yang dilakukan Amerika adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Membentuk komisi masa depan dalam lingkungan politik.  

Hal ini merupakan proses dimana warganegara bisa menganalisis trend, mengembangkan skenario analisis masa depan dan menetapkan rekomendasi dan sasaran untuk masyarakat.

2. Membentuk perencanaan strategis. 

Merupakan proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan strategis untuk mengantisipasi masa depan.  Perencanaan strategis merupakan suatu arah yang akan dicapai masa datang, termasuk strategi pencapaiannya.  

Langkah-langkah dasar dalam perencanaan strategis adalah :

· Analisis lingkungan organisasi, secara internal dan eksternal

· Definisi mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan

· Definisi dan penciptaan visi organisasi

· Definisi mengenai apa yang akan dilakukan dalam mencapai visi

· Pengungkapan tujuan dan sasaran organisasi

· Pengembangan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

· Pengembangan jadwal dari sasaran tersebut

· Pengukuran danevaluasi kinerja.

4. Result-Oriented Government/Pemerintahan Berorientasi Hasil (Membiayai Hasil, Bukan Masukan)

Sejarah Amerika menunjukkan bahwa birokrasi jarang mencapai keberhasilan, karena mereka tidak mengukur hasil.  Beberapa kasus terlihat bahwa birokrasi yang tidak berkinerja, tidak memiliki bentuk pengeluaran yang difokuskan pada hal-hal penting dan kegiatan cenderung dilakukan tanpa berusaha memecahkan masalah.  Pada akhirnya perkembangan masyarakat telah berubah, mereka tidak mau membayar pajak dalam jumlah yang besar, untuk membayar harga jasa pelayanan yang makin melangit, sementara kualitasnya menurun. Akhirnya kata-kata seperti akuntabilitas, kinerja dan hasil mulai membahana di lingkungan pemerintah.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengukur kinerja dan pemberian penghargaan kepada hasil antara lain tercermin dari:

· UU kemitraan pelatihan kerja federal menciptakan sistem yang berlaku hampir seluruh kontrak kerja, yang memberikan pembayaran kepada jasa pelatihan berdasarkan jumlah orang yang mereka tempatkan dalam pekerjaan bukan kepada jumlah orang yang mengikuti pelatihan.

· Sedikitnya 9 negara bagian mengaitkan pendanaan pendidikan kejuruan dengan tingkat penempatan kerja

· Pada otorita perumahan Louisville, jika pengumpulan uang sewa dibawah 97%, atau waktu perputaran apartemen kosong melebihi 14 hari atau kondisi apartemen dibawah standar, maka para manajer akan mendaparakan peringatan, dan jika terus berlangsung akan diganti.

· Pemerintah melakukan perubahan dalam cara mereka membiayai pembangunan jalan raya.  Dimasa lalu mereka menentukan input bagi pembangunan jalan, sekarang pada masa ketahanan jalan raya.

Organisasi-organisasi yang mengukur kinerja, walaupun tanpa menghubungkannya dengan pembiayaan atau imbalan dengan hasilnya, menyadari bahwa informasikinerja telah mengubah mereka.  Beberapa kekuatan pengukuran kinerja adalah:

(a) Apa yang terukur terlaksana

(b) Jika tidak mengukur hasil, tidak dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan

(c) Jika tidak dapat melihat keberhasilan, tidak dapat menghargainya

(d) Tidak dapat menghargai keberhasilan, tidak mungkin menghargai kegagalan

(e) Tidak dapat melihat keberhasilan, tidak dapat belajar darinya

(f) Tidak mengenali kegagalan, tidak dapat membetulkannya

(g) Dapat menunjukkan hasil, artinya dapat memenangkan dukungan masyarakat.

5. Competitive Government/Pemerintahan yang Kompetitif (Menyuntikkan Persaingan Kedalam Pemberian Pelayanan)

Wujud pemerintahan yang kompetitif hakekatnya adalah bukan membandingkan antara pemerintah dengan swasta, melainkan antara kompetisi melawan monopoli.  Hal ini mulai dijalankan tahun 1978 dimana salah satu negara bagian (Phoenix) memutuskan untuk mengontrakkan pengumpulan sampah yang selama ini dikelola pemerintah melalui kompetisi ke swasta dalam jangka waktu beberapa tahun. Penyerahan ini telah memaksa pemerintah untuk merubah strategi mereka dalam berbisnis guna mengantisipasi kekalahan dari pihak swasta.

Pelajaran yang menarik adalah bahwa dalam beberapa hal kompetisi memiliki berbagai keuntungan dibandingkan monopoli. Keuntungan suatu kompetisi adalah:

· Mendorong efisiensi yang lebih besar dan mendatangkan uang yang besar

· Memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya

· Menghargai inovasi, sebaliknya monopoli melumpuhkannya

· Membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negri.

6. Enterprising Government/Pemerintahan yang Berjiwa Wirausaha (Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan)

Kebanyakan instansi pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran, ketimbang mendapatkan laba.  Beberapa konsep yang dapat diterapkan untuk menimbulkan jiwa kewirausahaan di lingkungan pemerintah antara lain adalah mengubah laba menjadi penggunaan publik; menghasilkan uang melalui pembebanan biaya dan membelanjakan dengan tujuan investasi. Contoh penerapan menghasilkan uang melalui pembebanan biaya sebagaimana ditunjukkan dalam menghasilkan pendapatan diluar pajak adalah memungut atau membebani mereka yang menggunakan jasa pelayanan mereka.  Dari jajak pendapat di Amerika (terutama berkenaan dengan biaya softball) menunjukkan bahwa jika penduduk dihadapkan pada pilihan mengenai perolehan pendapatan melalui berbagai jenis pajak atau membebani pungutan kepada pemakai jasa publik, maka pilihan yang disukai adalah membebani pungutan kepada pemakai.  Oleh karena itu gerakan pungutan kepada pemakai meningkat.  Sangatlah adil jika biaya pelayanan dibebankan kepada para penggunanya saja, sehingga yang tidak memanfaatkan tidak dikenai biaya tertentu.

7. Decentrelized Government/Pemerintahan yang Desentralisasi (Pola Perubahan dari Hirarki Menuju Partisipasi dan Tim Kerja)

Para pemimpin  yang berjiwa wirausaha mengarahkan pada pendekatan terdesentralisasi.  Mereka banyak menggerakan keputusan  ke ‘pinggiran’, seperti ke para pelanggan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.  Mereka menekan otoritas keputusan yang lain ke bawah, dengan membuat hirarki menjadi datar dan memberi otoritas kepada pegawai-pegawainya.

Beberapa keuntungan desentralisasi antara lain adalah :

· Lembaga yang terdesentralisasi lebih fleksibel daripada sentralisasi, lembaga tersebut dapat memberi respon yang cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah

· Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada sentralisasi

· Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada sentralis

· Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih produktif.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan kepemerintahan yang terdesentralisasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu (a) melalui manajemen partisipatif; dan (b) membentuk organisasi tim kerja.  Pendesentralisasian organisasi publik melalui manajemen partisipatif dapat berjalan dengan baik dalam organisasi publik yang berjiwa wirausaha karena selalu ditemukan adanya tim kerja.

8. Community-Owned Government/Pemerintahan Milik Masyarakat (Pola Memberi Wewenang Ketimbang Melayani)

Pengalaman di Amerika menunjukkan bahwa dengan mengalihkan kepemilikan  atas pelayanan dari masyarakat  ke tangan profesional dan birokrat sebenarnya telah memperlemah masyarakat (perkumpulan komunitas) dan merusak rakyat.  Karenanya penerapan konsep memberi wewenang ketimbang melayani kepada masyarakat tidak hanya mengubah harapan, tetapi juga membangkitkan kepercayaan. Ada beberapa keuntungan penyampaian layanan yang diberikan perkumpulan komunitas seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, gereja dan organisasi sukarela, yaitu:

· Komunitas memiliki komitmen yang lebih besar terhadap anggotanya ketimbang sistem penyampaian pelayanan klien

· Komunitas lebih memahami masalahnya sendiri ketimbang tenaga profesional di bidang pelayanan

· Kalangan profesional dan birokrasi memberikan pelayanan, sedangkan masyarakat memecahkan masalah.

· Lembaga dan profesional menawarkan ‘pelayanan’, masyarakat menawarkan ‘kepedulian’.

· Komunitas lebih fleksibel dan kreatif ketimbang birokrasi pelayanan yang besar

· Komunitas lebih murah ketimbang profesional di bidang pelayanan

· Komunitas menegakkan standar prilaku lebih efektif ketimbang birokrasi/ profesional di bidang pelayanan

· Komunitas memfokuskan pada kapasitas, sistem pelayanan memfokuskan pada kekurangan.

9. Catalytic Government/Pemerintahan Katalis (Pola Mengarahkan Ketimbang Mengayuh)

Pemerintah hanya berperan sebagai organisasi pengarah, yaitu menetapkan kebijakan, memberikan dana kepada badan-badan operasional (pemerintah, swasta) dan menilai kinerja. Pemerintah jarang memainkan peran-peran operasional dan mengalihkan peran mereka ke swasta  melalui berbagai macam cara, yaitu : memisahkan berbagai fungsi mereka kepada swasta dengan cara melepaskan sebagian, menjual, dan mengadakan kontrak dengan pihak swasta untuk menangani lainnya.  Namun hal yang perlu diberi catatn khusus adalah swastanisasi adalah salah satu alternatif yang dimiliki pemerintah, dan bukannya satu-satunya alternatif.

10. Market-Oriented Government/Pemerintahan Berorientasi Pasar (Pola Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar)

Intinya merupakan perubahan Orientasi pemerintahan dari program ke orientasi pasar. Argumen dalam pelaksanaan mekanisme pasar  ini adalah, bahwa mekanisme pasar lebih unggul dibandingkan mekanisme administratif (mekanisme kontrol dan perintah)

 Ada beberapa kesulitan yang didapat dari pemerintahan yang berorientasi program dibandingkan dengan pasar, yaitu:

· Program dikendalikan parlemen, bukan pelanggan

· Program digerakkan oleh politik, bukan oleh kebijakan

· Program menciptakan ‘lahan’, yang kemudian dipertahankan mati-matian oleh wakil pemerintah

· Program cenderung membentuk sistem pemberian jasa yang terfragmentasi

· Program tidak swa-koreksi

· Program jarang mati, jarang mencapai skala kebutuhan untuk membuat dampak yang berarti

· Program biasanya menggunakan perintah bukan insentif.

Untuk bekerja lebih efektif dan adil, pasar membutuhkan sejumlah unsur yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mengubah strategi dasar pasar adalah :

· Penawaran. Tersedia cukup pemasok terhadap penawaran jasa untuk menjamin kompetisi

· Permintaan. Konsumen memiliki daya beli yang cukup untuk membeli produk dan jasa

· Aksesibilitas. Penjual harus mudah diakses oleh pembeli walaupun melalui broker/perantara

· Informasi. Ketidakcukupan informasi menyebabkan konsumen tidak mengenali harga, kualitas dan resiko dari suatu produk atau jasa, sehingga mereka akan membayar mahal terhadap sesuatu

· Peraturan. Dilakukan oleh pemerintah

· Penjagaan. Tindakan yang tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan melalui sanksi.

B.  Kearah Pemerintahan Wirausaha

Dari kesepuluh prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler, ada lima strategi yang dapat diterapkan (Osborne and Plastrik,1997) sebagai berikut:

1.   Core Strategy

Tujuan dari sistem organisasi merupakan hal yang kritis atau tuas pengungkit.  Jika organisasi memiliki ketidakjelasan, kegandaan tujuan maka kinerja tidak akan tercapai.  Strategi yang memperjelas tujuan, memperjelas peran dan kejelasan pembinaan adalah strategi inti, yang berkenaan dengan fungsi-fungsi pengendalian

2. Consequence Strategy

Suatu strategi penghitungan sebab akibat positif dengan memfokuskan pada daya/ragam insentif sebagai tuas dengan menggunakan pendekatan keunggulan kompetitif (kontrak),  manajemen perusahaan dan manajemen kinerja.

3. Customer Strategy

Melihat tanggungjawab sebagai kekuatan pendongkrak, kepada siapa organisasi bertanggungjawab. Pendekatannya adalah ‘pilihan pelanggan’ (customer choice), pendekatan pemilihan keunggulan kompetitif dan pendekatan jaminan pelayanan mutu kerja dan pemberdayaan masyarakat

4. Control Strategy

Melihat ‘power’ sebagai tuas pendobrak perubahan atau dimana terletak kekuasaan untuk membuat keputusan  melalui pendekatan organisasi, pemberdayaan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat

5. Culture Strategy

Nilai, norma, sikap dan harapan pegawai adalah budaya sebagai kekuatan pendobrak dengan menggunakan slogan kikis habis budaya penghalang kemajuan melalui pendekatan hati dan rasa dan pendekatan pola mental yang baru (winning minds)

David Osborne dan Peter Plastrik merinci bagaimana menyatupadukan strategi sebagai meta-tool, kombinasi strategi atau secara terpisah. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan:

1. Bila melakukan strategi inti  untuk memisahkan teknik steering (pengarah) dari tehnik kendali hendaknya menggunakan strategi konsekuensi bersama dengan strategi kontrol untuk merubah tingkah laku orang-orang yang menyelenggarakan roda organisasi.

2. Pergunakan strategi konsekuensi dan strategi kontrol sebagai sarana gabungan.  Jangan menggunakan salah satu atau sendiri-sendiri bila mementingkan tanggungjawab organisasi atas publik sebagai pelanggan.

3. Disusun terlebih dahulu strategi konsekuensi sambil melakukan strategi kontrol

4. Apabila menggunakan strategi inti untuk meningkatkan kegiatan kemudian steering kendali, gunakan strategi manajemen kinerja untuk menerjemahkan suatu efek kedalam tujuan dari organisasi yang penuh konflik.

5. Jangan mencoba mengembangkan suatu budaya wirausaha dengan syarat tanpa menggeser kontrol kepada tenaga kerja.

Dalam menyatupadukan strategi menjadi suatu sarana yang ampuh, ditujukan pada suatu komponen hirarkis pemerintahan atau organisasi sebagai sasaran strategi, maka strategi perubahan ditujukan pula pada perubahan sistem administrasinya.
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